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       ABSTRAK 

 

Notaris merupakan pejabat umum yang diberi kewenangan untuk 

membuat akta otentik yang memuat setiap tindakan hukum, perjanjian, maupun 

ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak. Dalam melaksanakan jabatannya 

seorang Notaris mendapatkan hak untuk mengambil cuti sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Ketika akan mengambil masa cuti nya seorang Notaris 

harus menunjuk notaris pengganti untuk menggantikannya dalam melayani 

masyarakat. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui 

kedudukan dan kewenangan seorang Notaris Pengganti yang menerima protokol 

dari Notaris yang mengambil cuti dan bagaimana bentuk pertanggung jawaban 

hukum Notaris Pengganti terhadap akta yang dibuatnya. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum 

normatif, yaitu penelitian dilakukan melalui analisis terhadap bahan pustaka atau 

data sekunder. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian yang berfokus 

pada studi terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan serta 

literatur hukum yang relevan. 

Hasil Penelitian menunjukan bahwa seorang Notaris Pengganti memiliki 

kedudukan dan kewenangan yang sama dengan Notaris pada saat menjalankan 

tugasnya. Notaris pengganti juga memiliki kekuatan hukum penuh terhadap akta 

yang dibuatnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Adapun pertanggung jawaban akta Notaris terjadi pada saat dilaksanakannya 

penandatanganan akta tersebut dan hal ini menjadi kewenangan pejabat yang 

menjabat pada saat penandatanganan akta tersebut. Apabila akta dibuat  dan 

ditandatangani sebelum masa cuti notaris, maka akan menjadi tanggung jawab 

Notaris itu sendiri. Sedangkan apabila penandatanganan akta setelah notaris cuti 

dan Notaris Pengganti menjalankan masa tugasnya maka akan menjadi tanggung 

jawab seorang Notaris Pengganti itu sendiri. 

Kata Kunci : Notaris, Pertanggung Jawaban, akta otentik. 
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ABSTRACT 

 

A notary is a public official who is given the authority to make an 

authentic deed that contains every legal action, agreement, or stipulation desired 

by the parties. In carrying out his position, a Notary gets the right to take leave in 

accordance with laws and regulations. When taking his leave, a Notary must 

appoint a substitute notary to replace him in serving the community. The purpose 

of this study is to find out the position and authority of a Substitute Notary who 

receives the protocol from the Notary who takes leave and what form of legal 

responsibility of the Substitute Notary for the deed he made. 

The research method used in this study is normative law, which is 

research conducted through analysis of literature materials or secondary data. 

This type of research is also known as research that focuses on the study of legal 

principles, laws and regulations as well as relevant legal literature. 

The results of the research show that a Substitute Notary has the same 

position and authority as the parent Notary when carrying out his duties. The 

substitute notary also has full legal force over the deed he makes, in accordance 

with the applicable laws and regulations. The responsibility of the Notary deed 

occurs at the time of the signing of the deed and this is the authority of the official 

who is in office at the time of signing the deed. If the deed is made and signed 

before the parent notary's leave period, it will be the responsibility of the Master 

Notary himself. Meanwhile, if the deed is signed after the notary is on leave and 

the Substitute Notary carries out his term of duty, it will be the responsibility of a 

Substitute Notary himself. 

Keywords: Notary, Accountability, authentic deed. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Notaris merupakan pejabat umum yang secara eksklusif diberi 

kewenangan untuk membuat akta otentik yang memuat setiap tindakan 

hukum, perjanjian, maupun ketetapan yang dikehendaki oleh para pihak atau 

yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan untuk dituangkan 

dalam bentuk akta otentik. Notaris juga memiliki keawajiban untuk menjamin 

kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan dokumen tersebut, serta 

menyediakan grosse, Salinan, dan kutipan dari akta tersebut, selama 

kewenangan tersebut tidak secara khusus diberikan atau dikecualikan kepada 

pejabat atau pihak lain berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
1
  

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angaka 1 Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 

tentang Jabatan Notaris, Notaris diartikan sebagai pejabat umum yang 

memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik serta menjalankan 

kewenangan lain sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan 

perundang-undangan tersebut. 

Mengingat tingginya kebutuhan masyarakat terhadap jasa Notaris, maka 

diperlukan figur Notaris yang mampu menjalankan tugas jabatanya secara 

profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, khususnya 

                                                           
1 Lamban Tobing, 1999, Peraturan Jabatan Notaris, Erlangga, Jakarta, hal. 31 
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sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 

tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan Pasal 3 UUJN, persyaratan untuk dapat 

diangkat sebgai notaris antara lain adalah Warga Negara Indonesia, bertakwa 

Kepada Tuhan Yang Maha Esa, berusia sekurang-kurangnya 27 (dua puluh 

tujuh) tahun, sehat jasmani dan rohani, memiliki gelar Sarjan Hukum dan 

Lulusan Program Magister Kenotariatan, telah menjalai magang atau terbukti 

pernah bekerja sebagai karyawan Notaris selama 12 (dua belas) bulan 

berturut-turut di kantor Notaris, baik atas inisiatif pribadi maupun 

rekomendasi dari organisasi Notaris setelah menyelesaiakn pendidikan 

Magister Kenotariatan, serta tidak sedang menjabat sebagai pegawai negeri, 

pejabat negara, bukan Advokat, atau menduduki jabatan lain yang secara 

tegas dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris menurut ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Setelah seluruh persyaratan sebagaimana 

ditentukan dalam peraturan perundang-undangan terpenuhi, maka seseorang 

layak untuk diangkat sebagai Notaris dan menjalankan tugas jabatanya.  

Namun demikian, dalam pelaksanaan jabatanya, Notaris wajib 

mematuhi ketentuan mengenai kewajiban serta memperhatikan larangan yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 UUJN, terdapat sejumlah larangan bagi 

Notaris, antara lain: Menjalankan jabatan di luar wilayah kewenanganya, 

meninggalkan wilayah jabatan selama lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-

turut tanpa alasan yang sah, merangkap jabatan sebagai pegawai negeri, 

pejabat negara, Advokat, maupun pimpinan atau pegawai pada badan usaha 
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milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta, menjadi 

Notaris pengganti, serta melakukan pekerjaan lain yang bertentaangan dengan 

norma agama, kesusialaan, atau kepatutan yang dapat merusak kehormatan 

dan martabat Notaris. 

Di Indonesia, Para Notaris tergabung dalam suatu oraganisasi profesi 

yang dikenal dengan nama Ikatan Notaris Indonesia (disingkat INI). 

Organisasi ini merupakan wadah resmi bagi para Notaris dan telah 

memperoleh status badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Menteri 

Kehakiman Republik Indonesia tertanggal 23 Januari 1995 dengan Nomor 

C2-10221.HT.01.06, yang secara yuridis mengukuhkan legalitas keberadaan 

INI sebagai organisasi profesi Notaris di Indonesia.
2
 

Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum dalam kehidupan 

masyarakat, serta kekuatan hukum yang melekat pada akta otentik yang 

dibuatnya, menjadikan jabatan Notaris sebagai suatu bentuk jabatan yang 

sarat akan kepercayaan. Kepercayaan ini, yang diberikan baik oleh Undang-

Undang maupun masyarakat, menuntut agar setiap Notaris menjalankan tugas 

jabatanya secara professional, bertanggung jawab, serta senantiasa 

menjunjung tinggi etika hukum, martabat, dan integritas profesi. Apabila 

kepercayaan tersebut dilanggar, baik karena kesengajaan maupun kelalaian 

dalam pembuatan akta, maka Notaris yang bersangkutan wajib 

mempertanggungjawabkan perbuatanya sesuai dengan ketentuan hukum yang 

                                                           
2 Ira Koesoemawati dan yunirman Rijan, 2009, Ke Notaris, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal.30 



4 
 

berlaku.
3
  Oleh karena itu seorang Notaris memiliki tugas dan kewajiban 

dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan dapat mampu 

bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya.  

Dalam melaksanakan tugas jabatanya, apabila seorang Notaris sedang 

sakit atau untuk sementara waktu tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, 

maka Notaris tersebut dapat mengambil cuti dalam menjalankan jabatannya. 

Notaris memiliki hak untuk cuti sesuai dengan peraturan yang diatur dalam 

Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 

Atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pasal 

tersebut menjelaskan bahwa Notaris boleh mengambil cuti selama masa 

jabatannya setelah menjalankan tugas jabatannya selama minimal dua tahun. 

Hak untuk mengambil cuti ini dapat dilakukan setiap tahun atau akumulatif 

untuk beberapa tahun, dengan batasan setiap pengambilan cuti tidak boleh 

melebihi lima tahun, termasuk perpanjangannya. Total masa cuti yang dapat 

diambil oleh seorang Notaris selama masa jabatannya tidak boleh lebih dari 

dua belas tahun.
4
  

Seorang Notaris dapat mengajukan permohonan cuti satu bulan sebelum 

tanggal cuti itu dimulai dan untuk mengajukan permohonan tergantung 

lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris. Dalam Pasal 27 ayat (1) dan 

(2) UUJN menjelaskan :  

                                                           
3 Yoyon Mulyana Darusman, 2017, Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta 

Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah, Jurnal Hukum, Vol.7, No. 1, hal. 46. 
4 Tsaniya Hafizha & Aminah, 2023, Pertanggungjawaban Notaris Pengganti Terhadap 

Kesalahan Yang Dibuat Dalam Pembuatan Akt. Al-manhaj, jurnal hukum dan pranata sosial islam,  

No.2, Vol. 5, hal. 2 
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1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan 

penunjukan Notaris Pengganti.  

2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 

kepada pejabat yang berwenang, yaitu : 

a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak 

lebih dari 6 bulan.  

b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih 

dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.  

c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 

1 tahun. 

Seorang Notaris yang menuntut kesinambungan dalam pelayananya 

kepada masyarakat, maka Notaris yang sedang dalam masa cuti harus 

menunjuk seorang Notaris pengganti agar  fungsi dan pelayanan Notarias 

tetap berjalan dengan baik.
5
  hal ini sesuai dengan ketentuan dari Pasal 25 

ayat 3 UUJN dan apabila notaris akan mengambil hak cuti nya maka seorang 

Notaris tersebut wajib untuk menunjuk notaris pengganti untuk menerima 

protokol notaris tersebut.  

Pasal 1 ayat (3) UUJN menjelaskan Notaris Pengganti adalah seorang 

yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris 

yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan 

jabatannya sebagai Notaris. Syarat pengangkatan Notaris Pengganti diatur 

dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN dan Pasal 27 ayat (3) Permenkumham No. 19 

                                                           
5 Habib Adjie, 2008, Hukum Notaris Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung,  hal. 102.  
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Tahun 2019. Berdasarkan pasal tersebut dijelaskan mengenai syarat yang 

harus dipenuhi oleh calon Notaris Pengganti, yaitu :  

a. Merupakan Warga Negara Indonesia 

b. memiliki ijazah sarjana hukum (S.H.) 

c. telah memiliki pengalaman kerja sebagai pegawai pada kantor notaris 

sekurang-kurangnya selama 24 (dua puluh empat) bulan secara 

berturut-turut.   

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih 

dahulu akan mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana yang diatur di 

dalam pasal 29 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 bahwa “sebelum menjalankan jabatannya, 

Notaris Pengganti wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya 

di hadapan Menteri atau pejabat yang ditunjuk yang lafal sumpah atau janji 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan”. Pengambilan sumpah jabatan ini bersamaan 

dengan dilantik nya Notaris Pengganti tersebut oleh Menteri Hukum dan Hak 

Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor 

Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Setelah pengambilan sumpah 

jabatan dan dilantik nya Notaris Pengganti tersebut maka tanggung jawab 

seorang Notaris Pengganti terhadap kewajiban dan kewenangan yang 

diberikan secara sah telah terikat. Dengan ini maka, seorang Notaris 

Pengganti dalam melaksanakan jabatannya harus berpedoman pada 
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Perundang-Undangan yang berlaku mengenai Jabatan Notaris dalam 

pembuatan akta otentik. 

Keberadaan Notaris Pengganti dianggap untuk menutupi kekosongan 

jabatan Notaris, hal ini disebabkan Notaris tersebut tidak dapat menjalankan 

kewajiban dalam jabatannya untuk sementara waktu dengan alasan tertentu 

yang diatur di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam 

praktiknya, notaris pengganti didefinisikan sebagai seseorang yang untuk 

sementara waktu diangkat sebagai notaris untuk menggantikan Notaris yang 

sedang menjalankan masa cutinya, dengan tujuan agar pelayanan kenotariatan 

tetap berjalan dan kebutuhan masyarakat terhadap akta otentik tidak 

terganggu. 

Dalam pasal 32 ayat 1 UUJN menjelaskan seorang Notaris yang 

menggambil cuti dan akan digantikan oleh Notaris Pengganti wajib untuk 

menyerahkan protokolnya berdasarkan berita acara yang selanjutnya 

dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah. Namun penyerahannya hanya 

bersifat sementara, dengan ketentuan ketika masa cuti yang diambilnya habis 

maka Notaris Pengganti kan menyerahkannya kembali kepadanya. 

Pada pasal 62 UUJN Protokol Notaris terdiri dari: 

a. Minuta akta 

b. Buku daftar akta atau repertorium 

c.  Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan 

dihadapan notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar 

d.  Buku daftar protes 
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e. Buku daftar wasiat 

f. Buku daftar lainnya yang harus disimpan oleh notaris berdasarkan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

Protokol tersebut merupakan suatu perbuatan yang melandasi adanya 

serah terima tanggung jawab atas kewenangan Notaris yang mengambil cuti 

terhadap Notaris Pengganti. Atas penyerahan tersebut maka Notaris 

Pengganti mempunyai kewenangan dari penggantian Notaris tersebut. 

Batasan kewenangan dari Notaris Pengganti menimbulkan suatu akibat yang 

sulit untuk dipahami dikarenakan Notaris Pengganti memiliki batas dalam 

menjalankan kewenangannya hingga masa atau waktu pelantikannya menjadi 

Notaris Pengganti berakhir, namun kewenangan dalam pembuatan akta yang 

telah dilakukannya tidak memiliki batasan hingga jabatan yang dipikulnya 

berakhir.  

Mengacu pada hal tersebut di atas, tentu menimbulkan pertanyaan 

bagaimana kedudukan Notaris Pengganti, mengingat syarat dalam 

pengangkatan Notaris Pengganti jauh lebih ringan karena tidak mensyaratkan 

lulusan Program Magister Kenotariatan, cukup sarjana hukum dengan 

pengalaman kerja tertentu di kantor Notaris dan bagaimana kewenangan 

seorang Notaris Penganti dalam menjalankan jabatannya, sejauh mana ia 

menggantikan Notaris yang sedang cuti, apakah hanya sebatas menjalankan 

sebagian kewenangan atau sepenuhnya mengambil alih kewenangan jabatan 

Notaris dalam kurun waktu tertentu. Pertanyaan ini menjadi penting karena 
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berkaitan langsung dengan siapa yang memikul pertanggungjawaban apabila 

kemudian hari timbul sengketa atau kerugian yang bersumber dari akta yang 

dibuat ketika notaris definitif sedang cuti. 

 Berdasakan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut di dalam 

bentuk Tesis dengan judul “Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti 

Terhadap Akta Yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti” 

B. Rumusan Masalah 

Beirdasarkan uiraian latar beilakang diatas, maka dapat dibuiat ruimuisan 

masalah seibagai beirikuit: 

1. Bagaimana keiduiduikan dan keiweinangan Notaris Peingganti ketika 

notaris cuti? 

2. Bagaimana beintuik peirtangguingjawaban Notaris Peingganti teirhadap 

akta yang dibuiat seibeiluim notaris meinjalani cuiti? 

3. Bagaimana contoh Akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti?  

C. Tujuan Penelitian  

Beirdasarkan uiraian ruimuisan masalah diatas, maka tuijuian peineilitian 

yang ingin dicapai adalah seibagai beirikuit: 

1. Uintuik meinjeilaskan keiduiduikan huikuim dan Keiweinangan Notaris 

Peingganti yang meineirima protokol dari Notaris yang meingambil cuiti 

2. Uintuik meingkaji beintuik peirtangguingjawaban huikuim Notaris Peingganti 

teirhadap akta yang dibuiat seibeiluim masa cuiti Notaris, apabila timbuil 

keisalahan pada akta teirseibuit 
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3. Untuk mengetahui dan menganalisis letak perbedaan Akta yang dibuat 

oleh Notaris dengan Notaris Pengganti 

D. Manfaat Penelitian 

Beirdasarkan uiraian tuijuian peineilitian diatas, adapuin manfaat peineilitian 

yang peinuilis ingin capai seibagai beirikuit: 

1. Manfaat Teioritis 

Peineilitian ini diharapkan dapat meimpeirluias wawasan teirhadap 

peingeimbangan ilmui huikuim, khuisuisnya dalam bidang huikuim 

keinotariatan, meilaluii analisis meingeinai keiduiduikan huikuim dan 

Keiweinangan Notaris Peingganti yang meineirima protokol dari Notaris 

yang seidang dalam masa cuiti seirta peirtangguingjawaban teirhadap akta 

yang dibuiat seibeiluim masa cuiti. Peineilitian ini juiga beirtuijuian 

meimpeirkuiat peimahaman teirhadap norma-norma yang teirtuiang dalam 

Uindang-Uindang Jabatan Notaris (UiUiJN) dan peiratuiran teirkait lainya, 

teirmasuik prinsip tangguing jawab jabatan. 

2. Manfaat praktis  

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yuridis 

untuk Kementrian Hukum dan HAM dalam mengevaluasi serta 

menyempurnakan aturan mengenai cuti notaris, mekanisme 

pengangkatan notaris pengganti dan pengawasan protokol 

Notaris. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat membantu Organisasi Ikatan 

Notaris Indonesia (INI) untuk meningkatkan program 
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pendidikan dan pelatihan terkait kompetensi notaris pengganti, 

terutama dalam memahami batas kewenangannya dan 

memetakan persoalan terkait pengawasan etik dan 

profesionalisme notaris ketika masa cuti. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang 

jelas mengenai kedudukan, kewenangan serta tanggung jawab 

yang melekat bagi Notaris Pengganti. 

E. Kerangkan Konseptual 

Keirangka konseiptuial dalam peineilitian ini disuisuin beirdasarkan 

keiteirkaitan anatara tiga komponein uitama yang saling beirhuibuingan, yaitui 

seibagai beirikuit: 

1. Peirtangguing Jawaban 

Meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia (KBBI), tangguing jawab 

dipahami seibagai keiwajiban yang haruis dipeinuihi oleih seiseiorang atas 

apa yang teilah dibeibankan keipadanya, di mana keigagalan uintuik 

meilaksanakan dapat manimbuilkan konseikuieinsi beiruipa tuintuitan, 

keisalahan, ataui peirkara huikuim. Seimeintara itui, meinuiruit Kamuis Huikuim, 

tangguing jawab dimaknai seibagai suiatui keiwajiban yang meileikat pada 

diri seiseiorang uintuik dipeinuihi seisuiai keiteintuian yang beirlakui.
6
 

2. Peijabat Notaris 

Notaris meiruipakan satui-satuinya peijabat uimuim yang meimiliki 

keiweinangan uintuik meimbuiat akta oteintik yang beirkeiduiduikan seibagai 

                                                           
6 Andi Hamzah, 2005, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 26. 
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alat buikti yang seimpuirna dalam proseis peimbuiktian huikuim. Dalam 

kapasitasnya, Notaris beirtindak seibagai peirpanjangan tangan neigara 

yang meinjalankan seibagai fuingsi neigara di bidang huikuim peirdata. 

Seibagai beintuik peirilinduingan huikuim di ranah huikuim privat, neigara 

teilah meinyeirahkan seibagian keiweinanganya keipada Notaris uintuik 

meinyuisuin dan meineirbitkan akta oteintik. Oleih kareina itui, dalam 

peilaksanaan tuigasnya, Notaris haruis diteimpatkan seibagai peijabat uimuim 

yang meingeimban amanah neigara dan meinjalankan fuingsi yuiridis yang 

beirsifat puiblik.
7
 

Beirdasarkan keiteintuian Pasal 1 anga (1) Uindang-Uindang Nomor 2 

Tahuin 2014 Peiruibahan Atas Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 

teintang Jabatan Notaris meimbeirikan peingeirtian bahwa Notaris adalah 

peijabat yang beirweinang uintuik meimbuiat akta oteintik dan 

meimilikikeiweinanagan lainya seibagaimana dimaksuid dalam Uindang-

Uindang ini ataui beirdasarkan Uindang-Uindang lainya. 

3. Notaris Peingganti 

Notaris Peingganti meinuiruit pasal 1 ayat (3) Nomor 2 Tahuin 2014 

teintang Jabatan Notaris meinjeilaskan “Notaris Peingganti adalah seiorang 

yang uintuik seimeintara diangkat seibagai Notaris uintuik meinggantikan 

Notaris yang seidang cuiti, sakit, ataui uintuik seimeintara beirhalangan 

meinjalankan jabatannya seibagai Notaris” 

4. Protokol Notaris 

                                                           
7 Dody Radjasa Waluyo, 2001, Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum, Media 

Notariat (Menor) Edisi Oktober-Desember, Jakarta, hal. 63 
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Dalam pasal 1 ayat (13) meinjeilaskan Protokol Notaris adalah 

kuimpuilan dokuimein yang meiruipakan arsip neigara yang haruis disimpan 

dan dipeilihara oleih Notaris.  

5. Akta Oteintik 

Meinuiruit Suidikno Meirtokuisuimo, akta meiruipakan suiatui dokuimein 

teirtuilis yang dibuibuihi tanda tangan, beirisi peiristiwa huikuim yang dapat 

meinimbuilkan hak ataui peirikatan, seirta seijak awal seingaja dibuiat uintuik 

dijadikan alat peimbuiktian.
8
 

Akta auiteintik adalah akta yang dibuiat oleih peijabat yang dibeiri 

weiweinang uintuik itui oleih peinguiasa meinuiruit keiteintuian yang teilah 

diteitapkan, baik deingan ataui tanpa bantuian dari pihak-pihak yang 

beirkeipeintingan, yang meincatat apa yang dimintakan uintuik dimuiat di 

dalamnya oleih pihak-pihak yang beirkeipeintingan. Dalam pasal 1868 

Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata yang dimaksuid deingan “akta 

auiteintik adalah suiatui akta yang di buiat dalam beintuik yang diteintuikan 

oleih uindang-uindang oleih/ataui dihadapan peijabat uimuim yang 

beirweinang uintuik maksuid itui, diteimpat di mana akta dibuiat”. 

6. Cuiti  

Cuiti adalah hak karyawan uintuik tidak beikeirja dalam jangka 

waktui teirteintui sambil teitap meineirima uipah ataui tuinjangan seisuiai 

                                                           
8 Daeng Naja, 2012, Teknik Pembuatan Akta, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal. 1 
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keiteintuian. Ini meiruipakan hak normatif yang dilinduingi oleih Uindang-

Uindang Keiteinagakeirjaan.
9
  

F. Kerangka Teori 

Meinuiruit Suidikno Meirtokuisuimo, teiori huikuim meiruipakan cabang ilmui 

huikuim yang tidak hanya beirfuingsi uintuik meinjeilaskan ataui meimbeirikan 

jawaban atas suiatui peirsoalan huikuim, meilainkan juiga beirtuijuian uintuik 

meilakuikan analisis seicara meindalam dan kritis. Teiori ini tidak seikadar 

meingguinakan peindeikatan deiskriptif seimata, meilainkan meingandalkan 

meitodei sinteisis guina meimpeiroleih peimahaman yang kompeirheinsif teirhadap 

ilmui huikuim mauipuin huikuim positif. Peindeikatan yang beirsifat kritis meinjadi 

peinting, seibab peirmasalahan dalam teiori huikuim tidak dapat diseileisaikan 

hanya meilaluii peineirapan norma-norma huikuim positif seicara langsuing. 

Seibaliknya, peinyeileisaiannya meimeirluikan arguimeintasi rasional dan peinalaran 

huikuim yang kompleiks dan teirstruiktuir.
10

 Adapuin teiori yang diguinakan 

peinuilis dalam teisis ini adalah seibagai beirikuit: 

1. Teiori Keiweinangan 

Bagir Manan meingeimuikakan bahwa konseip weiweinang meincakuip 

peingeirtian meingeinai hak dan keiwajiban. Hak diartikan seibagai 

keibeibasan yang dimiliki oleih seiseiorang ataui leimbaga uintuik beirtindak 

ataui tidak beirtindak, seirta hak uintuik meiminta pihak lain agar 

                                                           
9 Pengertian Cuti. https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cuti-jenis-jenis-hingga-

undang-undang 

cuti/?srsltid=AfmBOopzpXm9V9hkbd137gkp4V7xHbrLTrhu5YnSCsJsnTl3TspvFw21&utm. 

Diakses Pada 25 Agustus 2025, Pukul 05.00 WIB. 
10 Sudikno Mertokusumo, 2012, Teori Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 

87. 

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cuti-jenis-jenis-hingga-undang-undang
https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-cuti-jenis-jenis-hingga-undang-undang
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meilakuikan suiatui tindakan teirteintui. Seimeintara itui, keiwajiban 

meinganduing peingeirtian keiharuisan huikuim uintuik meilakuikan ataui tidak 

meilakuikan suiatui tindakan. Dalam konteiks huikuim administrasi neigara, 

suimbeir weiweinang peimeirintah beirasal dari peiratuiran peiruindang- 

uindangan dan dipeiroleih meilaluii tiga meikanismei, yaitui atribuisi, 

deileigasi, dan mandat.  

Seijalan deingan itui, Philipuis M. Madjon meinjeilaskan bahwa setiap 

tindakan pemerintah harus bertumpu atas kewenangan yang sah. 

Kewenangan tersebut diperoleh melalu tiga sumber yaitu atribusi, 

delegasi dan mandat. Kewenangan atribusi digariskan melalui 

pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang dasar, sedangkan 

kewenangan delegasi dan mandat adalah kewenangan yang berasal dari 

pelimpahan. Philipus M. Madjon memberikan perbedaan antara 

delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi prosedur pelimpahannya 

berasal dari suatu organ pemerintah kepada organ pemerintah lainnya 

dengan peraturan Perundang-Undangan, dengan tanggung jawab yang 

beralih ke delegatasi. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan 

wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang 

asas “contratius actus” yang artinya setiap perubahan, pencabutan suatu 

peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat 

yang menetapkan peraturan yang dimaksud, dan dilakukan dengan 

peraturan yang setara atau lebih tinggi. Sedangkan mandat, merupakan 

prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang 
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bersifat rutin. Adapun tanggung jawab tetap pada pemberi mandat. 

Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang 

yang dilimpahkan itu.
11

 

Dalam konteiks huikuim puiblik, istilah weiweinang meimiliki 

keiteirkaitan eirat deingan konseip keikuiasaan. Keiduia istilah ini keirap 

diguinakan seicara beirgantian kareina keiduinaya meiruijuik pada keikuiasaan 

yang beirsifat formal, seibagaimana dimiliki oleih leimbaga-leimbaga 

neigara seipeirti eikseikuitif, leigeislatif, dan Yuidikatif. Keikuiasaan teirseibuit 

meiruipakan bagian inteigral dari struiktuir neigara dan meinjadi eileimein 

fuindameintal dalam peilaksanaan fuingsi-fuingsi peimeirintah. Di samping 

itui, keikuiasaan juiga meiruipakan salah satui uinsuir pokok dari eiksisteinsi 

suiatui neigara, beirsama deingan uinsuir-uinsuir konstituitif lainya yang 

meinopang jalanya sisteim keineigaraan. Keikuiasaan meiruipakan uinsuir 

eiseinsial dari suiatui neigara dalam proseis peinyeileinggaraan peimeirintah di 

samping uinsuir-uinsuir lainya yaitui

12
: 

a. Huikuim. 

b. Keiweinangan (weiweinang). 

c. Keiadilan. 

d. Keijuijuiran. 

ei. Keibijakbeistarian. 

f. Keibajikan. 

                                                           
11 Philipus M. Hadjon. 1997, “Tentang Wewenang”, Jurnal Pro Justisia, Yuridika, No. 5 

dan 6 , Vol. 12, hal. 1 
12 Rusadi Kantrapawira. 1998, “Hukum dan Kekuasaan” Makalah Universitas Islam 

Indonesia,Yogyakarta, hal. 37-38 
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Keiweinangan meiruipakan hak yang dimiliki oleih seiorang peijabat 

ataui instituisi uintuik meinjalankan tuigas ataui fuingsi teirteintui seisuiai 

deingan keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Deingan 

deimikian, keiweinangan tidak hanya meinceirminkan leigitimasi tindakan 

huikuim yang dapat dilakuikan, teitapi juiga meinuinjuikkan kompeiteinsi 

formal yang meileikat pada jabatan teirseibuit. Oleih kareina itui, 

keiweinangan pada hakikatnya meiruipakan beintuik keikuiasaan yang 

beirsifat sah dan formal dalam struiktuir peimeirintahan ataui keileimbagaan. 

Keiweinangan haruis beirsuimbeir pada keiteintuian huikuim yang 

beirlakui, khuisuisnya konstituisi, agar meimiliki leigitimasi yang sah. Seitiap 

peijabat ataui organ peimeirintahan dalam meineitapkan suiatui keipuituisan 

haruis beirlandaskan pada dasar keiweinangan yang jeilas dan diakuii seicara 

huikuim. Dalam konteiks administrasi peimeirintahan, keiweinangan yang 

dimiliki oleih peijabat ataui instansi neigara diklsifikasikan kei dalam 

beibeirapa beintuik teirteintui seisuiai deingan prinsip-prinsip huikuim 

administrasi neigara. Weiweinang bagi peijabat ataui organ (instituisi) 

peimeirintah dibagi meinjadi:
13

 

a. Keiweinangan yang beirsifat atribuitif, ataui diseibuit juiga keiweinangan 

orisinil, meiruipakan beintuik keiweinangan yang dibeirikan seicara 

langsuing oleih peimbeintuik Uindang-Uindang keipada suiatui organ 

peimeirintah (atribuitiei peimbeirian keiweinangan administratif oleih 

peimbuiat Uindang-Uindang keipada badan peimeirintah). Keiweinangan 

                                                           
13 Ridwan H.R., 2010, Hukum Administrasi Negara, Edisi, Rajawali Pers, Jakarta, hal.12 
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ini beirsifat peirmanein seipanjang peingatuiranya teitap diatuir dalam 

peiratuiran peiruindang-uindangan. Deingan deimikian, keiweinangan 

atribuitif meiruipakan keiweinangan yang seicara meileikat dimiliki oleih 

suiatui jabatan. Dalam preispeiktif huikuim tata neigara, keiweinangan 

atribuitif teirceirmin dalam weiweinang yang dimiliki oleih organ 

peimeirintahan uintuik meinjalankan fuingsi-fuingsi peimeirintah 

beirdasarkan leigitimasi huikuim yang beirasal dari konstituisi ataui 

peiratuiran peiruindang-uindangan. Keiweinangan ini pada dasarnya 

beirsuimbeir dari huikuim dasar neigara dan meiruipakan keiweinangan 

asli yang tidak beirasal dari peilimpahan pihak lain. 

b. Keiweinangan non-atribuitif, ataui keiweinangan non-orisinil, adalah 

keiweinangan yang dipeiroleih meilaluii peilimpahan dari peijabat lain 

yang seicara huikuim meimiliki keiweinangan teirseibuit seicara atribuitif. 

Keiweinangan ini beirsifat seimeintara (insideintal) dan dapat beirahir 

seiwaktui-waktui apabila peijabat yang meimbeirikan peilimpahan 

meincabuitnya keimbali. Peilimpahan seibagian keiweinangan dari 

peijabat atasan keipada peijabat bawahan beirtuijuian uintuik 

meimpeirlancar peilaksanaan tuigas dan meimbeirikan fleiksibilitas 

dalam peingambilan keipuituisan seicara mandiri dalam ruiang lingkuip 

teirteintui. Meikanismei ini juiga beirpeiran peinting dalam meinjaga 

eifisieinsi tuigas administrasi seirta keiteiratuiran sisteim komuinikasi dan 

peirtangguingjawaban birokrasi, seipanjang tidak diatuir seicara teigas 

dan beirbeida oleih peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. 



19 
 

2. Teiori Peirtangguing Jawaban 

Meinuiruit Abduilkadir Muihammad, teiori meingeinai 

peirtangguingjawaban atas peirbuiatan meilanggar huikuim (tort liability) dapat 

dibeidakan meinjadi beibeirapa peindeikatan uitama, yang masing-masing 

meimiliki dasar logika dan peineirapan huikuim teirseindiri. 
14

 

Peirtama, tangguing jawab atas peirbuiatan meilanggar huikuim yang 

dilakuikan seicara seingaja (inteintional tort liability) muincuil keitika teirguigat 

meilakuikan tindakan yang nyata meiruigikan peingguigat ataui keitika teirguigat 

meinyadari bahwa tindakannya beirpoteinsi meinimbuilkan keiruigian. Dalam 

peindeikatan ini, keiseingajaan (inteintion) meinjadi uinsuir uitama yang 

meinuinjuikkan adanya niat ataui awareineiss dari peilakui bahwa tindakannya 

dapat meinimbuilkan dampak neigatif teirhadap hak orang lain. 
15

 

Seilain itui, meinuiruit Prosseir and Keieiton dalam Torts Law, tindakan 

yang diseingaja meincakuip peirilakui seipeirti keikeirasan fisik, peinceimaran 

nama baik, peiruisakan propeirti, hingga inteirveinsi teirhadap hak milik pihak 

lain, di mana niat peilakui meinjadi faktor uitama dalam meineintuikan 

peirtangguingjawaban.
16

 Dalam konteiks ini, uinsuir keiseingajaan meinjadi 

peimbeida antara peirbuiatan meilanggar huikuim yang diseingaja dan peirbuiatan 

yang timbuil kareina keilalaian, kareina dalam inteintional tort, motif, tuijuian, 

dan keisadaran atas akibat peirbuiatan meinjadi tolok uikuir uitama. Deingan 

                                                           
14 Yuanitasari, D., 2023 , “A Comparison Study of Strict Liability Principles in Indonesia 

and Germany.” Journal of Comparative Legal Studies, No.01, Vol. 9, hal. 16  
15 Sembiring, A. D., 2015, “Negligence Liability in Indonesian Law: Analysis and 

Implementation,” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 45, No. 3, hal. 10 
16 Prasetyo, Hadi, 2024,  “Reconstruction of Criminal Design Based on Strict Liability in 

Medical Malpractice Cases.” Suara Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 12, No. 3, hal. 18, 
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deimikian, peindeikatan ini meineikankan bahwa huikuim tidak hanya meilihat 

dampak peirbuiatan, teitapi juiga keiadaan meintal peilakui (meins reia) seibagai 

fondasi peirtangguingjawaban.
17

 

Keiduia, tangguing jawab atas peirbuiatan meilanggar huikuim yang 

timbuil akibat keilalaian (neigligeincei tort liability) didasarkan pada konseip 

keisalahan (conceipt of fauilt). Peindeikatan ini meineikankan bahwa 

peirtangguingjawaban muincuil keitika peilakui tidak beirtindak seisuiai standar 

keihati-hatian yang wajar, seihingga meinimbuilkan keiruigian bagi pihak lain. 

18
Meinuiruit Abduilkadir Muihammad, teiori keilalaian meineikankan bahwa 

keisalahan peilakui tidak seilalui beiruipa niat jahat, meilainkan beiruipa 

peingabaian teirhadap keiwajiban huikuim ataui standar keihati-hatian yang 

dapat dipeirkirakan, seihingga muincuil keiruigian. Konseip keisalahan ini 

meiruipakan peirpaduian antara peirtimbangan moral dan huikuim, seihingga 

keiduia aspeik teirseibuit saling teirkait (inteirmingleid).
19

 

Dalam huikuim peirdata, teiori ini seijalan deingan peindapat Prosseir and 

Keieiton yang meinyatakan bahwa neigligeincei liability muincuil keitika teirdapat 

duity of carei yang dilanggar oleih peilakui, seihingga keiruigian pihak lain dapat 

dipreidiksi ataui diantisipasi. Deingan kata lain, huikuim meinuintuit seitiap 

individui uintuik beirtindak seicara wajar dan beirhati-hati seisuiai standar yang 

                                                           
17 Maulana, JA, 2024 “Analisa Yuridis Perubahan Makna Strict Liability dalam UU Cipta 

Kerja: Implikasi terhadap Pertanggungjawaban Lingkungan.” Amnesti: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 

3, No. 2, hal 298. 
18 Rachmawati, Indah, 2025,  “A Cutting-edge Indonesian Maritime Tort Law: Liability 

Framework under the Indonesian Commercial Code.” E3S Web of Conferences, Vol. 5, No. 3, hal. 

5  
19 Alfianto, D. 2024, “Pertanggungjawaban Perdata dalam Kasus Wanprestasi dan 

Perbuatan Melawan Hukum.” JPM Widina: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 4, No. 2, hal. 20 
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beirlakui dalam situiasi teirteintui. Dalam praktiknya, peindeikatan ini seiring 

diteirapkan pada kasuis-kasuis keiceilakaan lalui lintas, keilalaian profeisi, 

peilanggaran tangguing jawab kontraktuial, ataui keiruigian akibat fasilitas 

uimuim yang tidak aman, di mana uinsuir keisalahan dapat diteiluisuiri dari 

tindakan ataui peingabaian peilakui teirhadap keiwajiban huikuimnya.
20

 

Keitiga, tangguing jawab muitlak atas peirbuiatan meilanggar huikuim 

tanpa meimpeirtimbangkan adanya keisalahan (strict liability) meineikankan 

peirtangguingjawaban yang didasarkan pada tindakan itui seindiri, baik 

dilakuikan seicara seingaja mauipuin tidak seingaja. Dalam peindeikatan ini, 

meiskipuin tidak teirdapat uinsuir keisalahan ataui niat jahat dari peilakui, ia teitap 

haruis meinangguing keiruigian yang timbuil akibat peirbuiatannya. Meinuiruit 

Abduilkadir Muihammad, strict liability meineikankan prinsip keiadilan 

distribuitif dan peirlinduingan teirhadap pihak yang diruigikan, kareina fokuis 

huikuim buikan pada keisalahan peilakui, meilainkan pada akibat dari 

peirbuiatannya. Konseip ini sangat reileivan teiruitama dalam konteiks 

peirlinduingan lingkuingan hiduip, keigiatan induistri beirisiko tinggi, dan 

keipeimilikan heiwan beirbahaya, di mana poteinsi risiko keiruigian beirsifat 

inheirein dan suilit diantisipasi seipeinuihnya oleih korban. Prosseir and Keieiton 

meinjeilaskan bahwa strict liability diteirapkan keitika aktivitas teirteintui 

dianggap beirbahaya seicara inheirein, seihingga pihak yang meilakuikan 

                                                           
20 Wongkar, Edi, 2024 , “Meninjau Kembali Strict Liability: Perkembangan Konseptual 

dan Penerapannya dalam Hukum Lingkungan di Indonesia.” Pro Natura: Jurnal Ilmu Hukum 

Lingkungan, Vol. 9, No. 1, hal. 7 
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keigiatan teirseibuit wajib meinangguing risiko keiruigian yang muingkin timbuil, 

meiskipuin teilah beirhati-hati.
21

 

Seilain itui, meinuiruit H.L.A. Hart, peineirapan tangguing jawab muitlak 

meinceirminkan prinsip peinceigahan (preiveintivei principlei), di mana huikuim 

meindorong peilakui uintuik seilalui meimpeirhituingkan risiko yang muingkin 

ditimbuilkan dari keigiatannya. Dalam praktiknya, teiori ini banyak 

diteirapkan pada kasuis peinceimaran lingkuingan, keiceilakaan induistri, ataui 

keiruigian akibat heiwan buias, di mana korban meimpeiroleih peirlinduingan 

huikuim meiskipuin peilakui tidak beirsalah seicara moral mauipuin niat. Deingan 

deimikian, strict liability meineigaskan bahwa huikuim tidak hanya 

meinghuikuim keisalahan, teitapi juiga meilinduingi masyarakat dari risiko yang 

meileikat pada tindakan beirbahaya, seikaliguis meindorong keiwaspadaan dan 

peinceigahan oleih peilakui. 

Seicara keiseiluiruihan, keitiga teiori teirseibuit meinuinjuikkan bahwa 

peirtangguingjawaban huikuim dapat beirsifat suibjeiktif mauipuin objeiktif, 

teirgantuing pada ada ataui tidaknya uinsuir keiseingajaan, keilalaian, ataui risiko 

inheirein dari tindakan. Peimahaman yang meindalam teirhadap masing-

masing peindeikatan ini peinting dalam praktik huikuim peirdata mauipuin 

pidana, kareina meineintuikan dasar huikuim peingajuian guigatan dan strateigi 

peimbuiktian dalam peirkara yang meilibatkan keiruigian ataui peirbuiatan 

meilanggar huikuim. 

                                                           
21 Girsang, Pryangga Budi Hartanto, 2023, “Tanggung Jawab Hukum Terhadap 

Perbuatan Melawan Hukum Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor Jenis Mobil (PT. Mandiri 

Utama Finance)”. Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Medan Area,  hal. 45 
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G. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Peineilitian ini teirgolong dalam jeinis peineilitian huikuim normatif, yaitui 

peineilitian yang dilakkan meilaluii analisis teirhadap bahan puistaka ataui data 

seikuindeir. Jeinis peineiltian ini juiga uimuim dikeinal seibagai peineilitian 

doctrinal, yang beirfokuis pada stuidi teirhadap asas-asas huikuim, peiratuiran 

peiruindang-uindangan, seirta liteiratuir huikuim yang reileivan.
22

 Huikuim keirap 

dipahami seibagai norma-norma yang teirtuiang dalam peiratuiran 

peiruindang-uindangan (law in books), ataui seibagai seipeirangkat kaidah 

yang dijadikan peidoman peirilakui yang dianggap layak dalam masyarakat. 

Meinuiruit Peiteir Mahmuid Marzuiki, peineilitian huikuim normatif meiruipakan 

suiatui proseis ilmiah yang beirtuijuian uintuik meingideintifikasi peiratuiran 

huikuim, prinsip-prinsip huikuim, seirta doktrin-doktrin huikuim yang reileivan, 

guina dijadikan landasan dalam meiruimuiskan soluisi teirhadap peirmasalahan 

huikuim yang dihadapi.
23

 

Peineilitian huikuim normatif meimandang huikuim seibagai suiatui sisteim 

norma yang teirstruiktuir. Dalam konteiks ini, sisteim norma meicakuip asas-

asas huikuim, norma-norma, seirta kaidah-kaidah yang beirsuimbeir dari 

peiratuiran peiruindang-uindangan, puituisan peingadilan, peirjanjian, hingga 

doktrin ataui ajaran para ahli huikuim. Fokuis uitama dari jeinis peineiltian ini 

                                                           
22 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2013,  Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo 

Persada, Jakarta,  hal. 13 
23 Peter Mahmud Marzuki, 2007, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Group, Jakarta, 

hal. 35 
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teirleitak pada analisis teirhadap instruimeint huikuim seipeirti Uindang-Uindang, 

peiratuiran peimeirintah, dan suimbeir-suimbeir huikuim lainya yang reileivan.  

2. Metode Pendekatan 

Peineilitian ini meineirapkan peindeikatan Uindang-Uindang (statuitei 

approach), yakni peindeikatan yang meimfokuiskan analisis pada keiteintuian-

keiteintuian huikuim teirtuilis seibagai dasar uitama dalam peilaksanaan 

peineilitian. Seilain itui, diguinakan puila peindeikatan konseiptuial, yaitui 

peindeikatan yang beirtitik tolak dari peimikiran-peimikiran teioritis dan 

doktrin yang beirkeimbang dalam ilmui huikuim. Meilaluii analisis teirhadap 

beirbagai pandangan dan doktrin huikuim, peineiliti beirtuijuian uintuik 

meingideintifikasi gagasan-gagasan yang meimbeintuik peimahaman teintang 

huikuim, teirmasuik konseip-konseip dan prinsip-prinsip huikuim yang reileivan 

deingan peirmasalahan yang diteiliti.    

3. Jenis dan Sumeber Data 

Suimbeir data dalam peineilitian ini didominasi oleih data seikuindeir 

yang dipeiroleih meilaluii stuidi keipuistakan, yang meincakuip beirbagai 

dokuimein huikuim seirta liteiratuir huikuim lainya yang reileivan deingan objeik 

kajian. Data seikuindeir dalam peineilitian ini teirdiri seibagai beirikuit: 

a. Bahan Huikuim Primeir 

Bahan huikuim primeir meiruipaka suimbeir huikuim yang meimiliki 

keikuiatan meingikat seicara yuiridis dan beirlakui langsuing dalam 

konteiks peirmasalahan yang meinjadi objeik peineilitian. Bahan ini 

meincakuip peiratuiran peiruindang-uindangan yang reileivan, puituisan 
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peingadilan, risalah ataui catatan reismi, seirta dokuimein-dokuimein 

oteintik yang beirkaitan deingan proseis peimbeintuikan peiratuiran 

peiruindang-uindangan. Adapuin dalam peineilitian ini, bahan huikuim 

primeir teirdiri atas hal-hal seibagai beirikuit: 

1) Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata (KUiH Peirdata). 

2) Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris, 

seibagaimana teilah diuibah deingan Uindang-Uindang Nomor 2 

Tahuin 2014. 

3) Peiratuiran Meinteiri Huikuim dan Hak Asasi Manuisia Reipuiblik 

Indoneisia Nomor 19 Tahuin 2019 teintang Syarat Tata Cara 

Peingangkatan, Peirpindahan, Peimbeirheintian, dan Peirpanjangan 

Masa Jabatan Notaris. 

b. Bahan Huikuim Seikuindeir 

Bahan huikuim seikuindeir meiruipakan suimbeir yang beirfuingsi 

uintuik meimbeirikan peinjeilasan, inteirpreitasi, mauipuin analisis teirhadap 

bahan huikuim primeir. Jeinis bahan huikuim ini meilipuiti liteiratuir 

huikuim, artikeil dalam juirnal ilmiah, peindapat ataui pandangan para 

pakar huikuim, puiblikasi dari meidia masa, seirta hasil-hasil peineilitian 

seibeiluimnya yang meimiliki reileivansi deingan peirmasalahan huikuim 

yang dibahas dalam peineilitian ini.
24

 

 

 

                                                           
24 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2015,  Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta,  hal. 318 
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c. Bahan Huikuim Teirsieir 

Bahan huikuim teirsieir adalah suimbeir reifeireinsi yang 

meimbeirikan informasi peinduikuing ataui peinjeilasan tambahan uintuik 

meimbantui meimahami dan meineiluisuiri bahan huikuim primeir mauipuin 

seikuindeir. Bahan ini meincakuip antara lain kamuis huikuim, 

einsiklopeidia huikuim, seirta beirbagai reifeireinsi seijeinis lainya yang 

reileivan dan beirkontribuisi dalam meimpeirkuiat peimahaman teirhadap 

topik peirmasalahan huikuim yang dikaji dalam peineilitian ini. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Teiknik peinguimpuilan data dalam peineilitian ini adalah stuidi 

keipuistakaan, yaitui peinguimpuilan bahan huikuim deingan jalan meimbaca 

peiratuiran peiruindang-uindangan, juirnal, artikeil-artikeil dari inteirneit, 

mauipuin liteiratuir-liteiratuir lain yang eirat kaitannya deingan peirmasalahan 

yang dibahas, guina uintuik meimpeiroleih bahan huikuim primeir, seikuindeir, 

dan teirsieir yang reileivan, guina meinuijang analisis yuiridis dalam peineilitian 

ini. 

5. Metode Analisis Data 

Tahap analisis data meiruipakan komponein kruisial dalam suiatui proseis 

peineilitian, kareina tahap inilah data yang teilah dipeiroleih diolah dan 

dianalisis seicara sisteimatis uintuik meinghasilkan keisimpuilan yang dapat 

dipeirtangguing jawabkan. Analisis dalam peineilitian ini dilakuikan seicara 

kuialitatif deingan meingguinakan peindeikatan deiduiktif, yakni deingan 

meinjabarkan prinsip-prinsip ataui konseip-konseip uimuim, yang keimuidian 
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diteirapkan pada peirmasalahan khuisuis yang meinjadi fokuis kajian 

peineilitian.
25

 Hasil analisis disajikan dalam beintuik deiskriptif deingan 

meinguiraikan fakta-fakta yang reileivan teirhadap isui huikuim yang dikaji, 

seihingga pada akhirnya dapat diruimuiskan keisimpuilan seibagai jawaban 

atas ruimuisan masalah dalam peineilitian ini. Meitodei analisis data yang 

diguinakan dalam peineilitian ini adalah analisis kuialitatif, di mana data 

dianalisis meilaluii proseis peingeilompokan kei dalam pola, teima, ataui 

kateigori teirteintui yang beirkaitan eirat deingan fokuis peirmasalahan yang 

diteiliti.  

H. Sistematika Penulisan 

Uintuik meimbeirikan struiktuir yang sisteimatis dalam peinyuisuinan teisis ini, 

maka peinuilisan akan meimbagi kei dalam eimpat bab uitama yang masing-

masing teirdiri atas beibeirapa suib bab, deingan uiraian mateiri seibagai beirikuit: 

BAB I: PEiNDAHUiLUiAN 

Bab ini meimuiat peinjeilasan meingeinai Latar Beilakang Masalah, 

Rumusan Masalah, Tuijuian Penelitian, Manfaat Peineilitian, Keirangka 

Konseiptuial, Kerangka Teiori, Metode Peineilitian, Seirta Sisteimatika 

Peinuilisan yang meinjadi dasar dalam peinyuisuinan keiseiluiruihan isi 

teisis. 

BAB II: TINJAUiAN PUiSTAKA  

Bab II disajikan dalam beintuik uiraian teioritis yang beirtuijuian seibagai 

landasan konseiptuial uintuik meinduikuing analisis pada bab-bab 

                                                           
25 Peter Mahmud Marzuki.  Op.cit, hal. 40 
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seilanjuitnya. Suib babnya teirdiri atas Tinjauan Umum mengenai 

Notaris dan Notaris Pengganti, Tinjauan Umum mengenai Cuiti 

Notaris, Tinjaun Umum Mengenai Pertanggung Jawaban Notaris, 

Tinjaun Umum tentang Akta Notaris, dan Tinjauan Umum mengenai 

kedudukan dan fungsi Notaris dalam Perspektif Hukum Islam. 

 

BAB III:  HASIL PEiNEiLITIAN DAN PEiMBAHASAN 

Bab ini meinyajikan hasil peineilitian mengenai Bagaimana 

Kedudukan dan Kewenangan Notaris Pengganti Terhadap Akta 

Yang Dibuat Sebelum Notaris Cuti dan Bagaimana Bentuk 

Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang 

Dibuat Sebelum Notaris Cuti, meilaluii analisis teirhadap data dan 

bahan huikuim yang reileivan. 

BAB IV: PEiNUiTUiP 

Bab ini beirisi keisimpuilan yang pada dasarnya meiruipakan ringkasan 

dari hasil analisis yang teilah diuiraikan pada bab-bab seibeiluimnya, 

yang diruimuiskan seibagai jawaban atas peirmasalahan yang diteiliti. 

Seilain itui, dalam Bab ini peinuilis juiga meinyampaikan reikomeindasi 

teirkait topik yang dibahas, seibagai beintuik kontribuisi peimikiran yang 

diharapkan dapat meimbeirikan arah ataui alteirnatif peinyeileisaian yang 

teipat teirhadap peirmasalahan yang diangkat dalam peineilitian ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum Tentang  Notaris dan Notaris Pengganti 

notaris dan notaris peingganti meimiliki landasan huikuim yang 

sangat peinting dalam sisteim keinotariatan di Indoneisia, kareina keiduia 

jabatan ini beirkaitan langsuing deingan leigitimasi peimbuiatan akta oteintik 

seirta peirtangguingjawaban huikuim yang lahir dari tindakan jabatan teirseibuit. 

Dalam konteiks juiduil “Peirtangguingjawaban Notaris Peingganti teirhadap 

Akta yang Dibuiat Seibeiluim Notaris Cuiti”, peimahaman meindalam teintang 

konseip keiduianya meinjadi kruisial uintuik meineintuikan siapa pihak yang 

seicara yuiridis beirtangguing jawab atas akta yang dibuiat seibeiluim masa cuiti 

beirlangsuing. Seicara normatif, konseip ini diatuir seicara rinci dalam 

Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris 

seibagaimana diuibah deingan Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014, yang 

meimbeirikan batasan jeilas meingeinai peingeirtian, keiduiduikan, keiweinangan, 

dan tangguing jawab masing-masing peijabat.
26

 

Seicara konseiptuial, notaris meiruipakan peijabat uimuim (opeinbaar 

ambteinaar) yang dibeiri weiweinang oleih neigara uintuik meimbuiat akta 

oteintik seirta meimiliki fuingsi seibagai peilaksana seibagian keikuiasaan neigara 

dalam bidang huikuim peirdata. Pasal 1 angka 1 Uindang-Uindang Nomor 2 

Tahuin 2014 meineigaskan bahwa “Notaris adalah peijabat uimuim yang 
                                                           

26 Astra Vigo Putra, Elita Rahmi, and Firdaus Abu Bakar, 2023 “Kedudukan Notaris Yang 

Mengambil Cuti Karena Diangkat Menjadi Anggota Legislatif,” Recital Review Vol. 5, No. 1, hal.  

64. 
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beirweinang uintuik meimbuiat akta auiteintik dan meimiliki keiweinangan 

lainnya seibagaimana dimaksuid dalam uindang-uindang ini ataui 

beirdasarkan uindang-uindang lainnya.” Dari keiteintuian ini teirlihat bahwa 

keiweinangan notaris buikanlah keiweinangan pribadi, meilainkan 

keiweinangan jabatan yang beirsuimbeir dari uindang-uindang. Oleih seibab itui, 

seigala tindakan huikuim yang dilakuikan oleih notaris dalam kapasitas 

jabatannya dianggap seibagai peirbuiatan huikuim puiblik yang meimpuinyai 

akibat huikuim yang meingikat bagi para pihak. 

Seibagai peijabat uimuim, notaris beirtuigas uintuik meimastikan 

keiabsahan formal dari seitiap peirjanjian ataui peirnyataan yang dibuiat oleih 

para pihak. Dalam meinjalankan tuigas teirseibuit, notaris tidak hanya 

beirtindak seibagai saksi ataui peinuilis, teitapi juiga seibagai peinjaga keipastian 

huikuim (guiardian of leigal ceirtainty). Pasal 15 ayat (1) Uindang-Uindang 

Nomor 2 Tahuin 2014 meimbeirikan keiweinangan luias keipada notaris uintuik 

meimbuiat akta oteintik meingeinai seigala peirbuiatan huikuim, peirjanjian, dan 

peineitapan yang diharuiskan ataui dikeiheindaki oleih para pihak uintuik 

dinyatakan dalam beintuik auiteintik. Akta yang dibuiat oleih notaris meimiliki 

keikuiatan peimbuiktian seimpuirna, baik meingeinai tanggal, ideintitas para 

pihak, mauipuin isi peirnyataan yang teirmuiat di dalamnya.
27

 Kareina itui, 

keiabsahan akta oteintik sangat beirgantuing pada keiabsahan notaris seibagai 

peijabat peimbuiat akta. 

                                                           
27 Henny Saida Flora, 2012 “Tanggung Jawab Notaris Pengganti Dalam Pembuatan Akta,” 

Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 57, hal. 99. 
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Namuin, dalam praktik jabatan, tidak jarang seiorang notaris tidak 

dapat meilaksanakan tuigasnya kareina alasan teirteintui, seipeirti sakit, 

meinjalankan cuiti, ataui beirhalangan seimeintara. Uintuik meinjaga kontinuiitas 

peilayanan huikuim keipada masyarakat, uindang-uindang meimpeirkeinankan 

peinuinjuikan notaris peingganti. Konseip notaris peingganti meiruipakan 

beintuik meikanismei peingalihan seimeintara keiweinangan jabatan notaris yang 

beirhalangan agar keipeintingan puiblik teitap teirlinduingi. Beirdasarkan Pasal 

25 ayat (3) Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004, “Seilama meinjalankan 

cuiti, Notaris wajib meinuinjuik seiorang Notaris Peingganti yang diteitapkan 

oleih Majeilis Peingawas Daeirah.” Seilanjuitnya, Pasal 34 ayat (1) 

meinyeibuitkan bahwa notaris peingganti diangkat deingan suirat keipuituisan 

Majeilis Peingawas Daeirah atas uisuil notaris yang beirsangkuitan, dan masa 

jabatannya beirlakui seilama notaris deifinitif meinjalani cuiti ataui 

beirhalangan.
28

 

Beirdasarkan keiteintuian teirseibuit, konseip notaris peingganti meimiliki 

karakteiristik yang beirbeida dari notaris deifinitif. Notaris peingganti hanya 

meimiliki keiweinangan beirsifat deileigatif dan teimporeir (seimeintara). Sifat 

deileigatif beirarti keiweinangan yang dimiliki notaris peingganti beirasal dari 

peilimpahan ataui peinuinjuikan oleih notaris deifinitif yang seidang cuiti, buikan 

dari peingangkatan langsuing oleih neigara. Seidangkan sifat teimporeir 

meinuinjuikkan bahwa keiweinangan teirseibuit hanya beirlakui seilama jangka 

waktui teirteintui, yaitui seilama masa cuiti ataui beirhalangan notaris deifinitif 

                                                           
28 Ricardo Goncalves Klau, Muhammad Saiful Fahmi, & Andi Ervin Novara Jaya, 2024, 

“Kepastian Hukum Akta Notaris Pengganti: Tinjauan Atas Legalitas Dan Keabsahan,” Collegium 

Studiosum Journal, Vol. 6, No. 1, hal. 96 . 



32 
 

masih beirlangsuing. Seiteilah masa teirseibuit beirakhir, seiluiruih keiweinangan 

dan tangguing jawab jabatan keimbali kei notaris yang beirsangkuitan. 

Seicara administratif, proseis peinuinjuikan dan peingangkatan notaris 

peingganti meinandai batas waktui kapan keiweinangan jabatan beirpindah 

seimeintara. Peinuinjuikan ini meimiliki implikasi huikuim peinting, teiruitama 

dalam meineintuikan peirtangguingjawaban teirhadap akta yang dibuiat. 

Beirdasarkan Pasal 38 ayat (5) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014, 

“Akta Notaris Peingganti dan Peijabat Seimeintara Notaris, seilain meimuiat 

keiteintuian seibagaimana dimaksuid pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), 

juiga meimuiat nomor dan tanggal peineitapan peingangkatan seirta peijabat 

yang meingangkatnya.”
29

 Deingan deimikian, seitiap akta yang dibuiat oleih 

notaris peingganti haruis seicara jeilas meinuinjuikkan dasar huikuim 

peingangkatannya agar sah meinuiruit huikuim. Akta yang dibuiat seibeiluim 

tanggal peingangkatan tidak teirmasuik dalam tangguing jawab notaris 

peingganti kareina ia beiluim meimpeiroleih keiweinangan huikuim pada saat akta 

itui dibuiat. 

Dalam konteiks tangguing jawab huikuim, peirbeidaan antara notaris 

deifinitif dan notaris peingganti meinjadi sangat peinting. Notaris deifinitif 

beirtangguing jawab peinuih teirhadap seimuia akta yang dibuiat seilama masa 

jabatannya, seibagaimana diteigaskan dalam Pasal 65 Uindang-Uindang 

Jabatan Notaris bahwa “Notaris beirtangguing jawab atas seitiap akta yang 

dibuiatnya, meiskipuin protokol notaris teilah diseirahkan ataui dipindahkan 

                                                           
29 Reva Berliana et al., 2023,  “Tinjauan Yuridis Mengenai Pelanggaran Kode Etik Yang 

Dilakukan Oleh Notaris Yang Sedang Cuti,” Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyaraka, 

Vol. 1, No. 1, hal. 18. 
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keipada pihak lain.” Keiteintuian ini beirsifat impeiratif dan meinuinjuikkan 

bahwa tangguing jawab atas akta meileikat seicara pribadi pada peijabat 

peimbuiatnya. Maka, apabila suiatui akta dibuiat seibeiluim notaris meinjalani 

cuiti, tangguing jawab huikuim teirhadap keiabsahan dan akibat huikuimnya 

teitap beirada pada notaris teirseibuit, buikan pada notaris peingganti. 

Seibaliknya, notaris peingganti hanya beirtangguing jawab atas akta-

akta yang dibuiat seilama masa peinggantiannya. Pasal 32 ayat (1) Uindang-

Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 meingatuir bahwa “Notaris yang 

meinjalankan cuiti wajib meinyeirahkan protokol notaris keipada notaris 

peingganti.” Peinyeirahan protokol ini meimbeirikan keiweinangan 

administratif keipada notaris peingganti uintuik meinjaga, meinyimpan, dan 

meingeilola dokuimein keinotariatan, teitapi tidak seikaliguis meimindahkan 

tangguing jawab huikuim atas akta-akta yang teilah dibuiat seibeiluimnya. Jika 

di keimuidian hari timbuil peirmasalahan huikuim teirhadap akta yang dibuiat 

seibeiluim masa jabatannya, notaris peingganti tidak dapat dimintai 

peirtangguingjawaban kareina akta teirseibuit buikan hasil tindakannya.
30

 

Keindati deimikian, dalam kapasitasnya seibagai peijabat puiblik 

seimeintara, notaris peingganti teitap meimiliki tangguing jawab eitik dan 

administratif seilama masa peinggantiannya. Ia wajib meinjaga keirahasiaan 

isi akta dan protokol notaris seibagaimana diatuir dalam Pasal 16 ayat (1) 

huiruif f Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014, seirta beirtindak juijuir, 

saksama, dan tidak beirpihak seibagaimana diatuir dalam Pasal 16 ayat (1) 

                                                           
30 Ni Putu Ayu Bunga Devy Maharani, I Nyoman Alit Puspadma, & I Wayan Kartika Jaya 

Utama, 2023 “Perlindungan Hukum Bagi Notaris Pengganti Dalam Hal Pemanggilan Berkaitan 

Dengan Kepentingan Proses Peradilan Pidana,” Jurnal Analogi Hukum, Vol. 5, No. 1, hal. 61. 



34 
 

huiruif a. Apabila ia lalai dalam meilaksanakan keiwajiban teirseibuit, misalnya 

deingan tidak meinjaga keiamanan protokol ataui meilakuikan peinyalahguinaan 

jabatan, maka notaris peingganti dapat dikeinai sanksi administratif mauipuin 

pidana seisuiai tingkat keisalahannya. Namuin, tangguing jawab ini hanya 

beirlakui atas keilalaian yang teirjadi dalam masa jabatannya, buikan teirhadap 

peirbuiatan huikuim notaris deifinitif yang teilah teirjadi seibeiluimnya. 

Deingan deimikian, konseip notaris dan notaris peingganti saling 

beirkaitan teitapi meimiliki batas teigas baik dalam hal keiweinangan mauipuin 

tangguing jawab huikuim. Notaris deifinitif meimiliki keiweinangan peinuih dan 

tangguing jawab peirmanein teirhadap seiluiruih akta yang dibuiat seilama masa 

jabatannya. Seimeintara notaris peingganti hanya meinjalankan fuingsi 

peingganti seimeintara tanpa dapat dimintai tangguing jawab atas akta yang 

dibuiat seibeiluim ia reismi diangkat. Peimisahan tangguing jawab ini 

meinuinjuikkan prinsip individuial liability dalam huikuim keinotariatan, di 

mana seitiap peijabat hanya beirtangguing jawab atas tindakan yang 

dilakuikan dalam masa dan keiweinangannya seindiri. Oleih kareina itui, dalam 

peirspeiktif huikuim positif Indoneisia, peirtangguingjawaban teirhadap akta 

yang dibuiat seibeiluim masa cuiti teitap meileikat pada notaris deifinitif seibagai 

peijabat peimbuiat akta, seidangkan notaris peingganti hanya beirtangguing 

jawab teirhadap akta dan tindakan yang dilakuikan seilama masa 

peinggantiannya seisuiai keiteintuian Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 

jo. Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang Jabatan Notaris. 
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B. Tinjauan Umum Tentang Cuti Notaris 

Konseip cuiti notaris meimiliki makna peinting dalam sisteim 

keinotariatan di Indoneisia kareina beirkaitan langsuing deingan 

keibeirlangsuingan peilaksanaan tuigas jabatan seirta bata peirtangguingjawaban 

huikuim antara notaris deifinitif dan notaris peingganti. Cuiti meiruipakan hak 

yang dimiliki oleih seitiap notaris uintuik seimeintara waktui tidak meinjalankan 

tuigas jabatannya kareina alasan teirteintui, baik beirsifat pribadi, keiseihatan, 

mauipuin administratif. Meiskipuin deimikian, peilaksanaan cuiti tidak seirta-

meirta meingheintikan peilayanan keinotariatan teirhadap masyarakat, seibab 

uindang-uindang teilah meimbeirikan meikanismei huikuim beiruipa peinuinjuikan 

notaris peingganti agar fuingsi jabatan teitap beirjalan. Dalam konteiks juiduil 

“Peirtangguingjawaban Notaris Peingganti teirhadap Akta yang Dibuiat 

Seibeiluim Notaris Cuiti”, peimahaman yang kompreiheinsif teirhadap konseip 

cuiti notaris meinjadi sangat peinting uintuik meineintuikan kapan tangguing 

jawab huikuim atas akta beiralih, dan keipada siapa peirtangguingjawaban 

teirseibuit meileikat seicara sah meinuiruit huikuim. 

Seicara normatif, konseip cuiti notaris diatuir dalam Uindang-Uindang 

Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris seibagaimana teilah diuibah 

deingan Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014. Pasal 25 ayat (1) Uindang-

Uindang Jabatan Notaris meineigaskan bahwa “Notaris beirhak meingambil 

cuiti.” Hak ini meiruipakan peingakuian neigara teirhadap statuis notaris seibagai 

peijabat puiblik yang juiga manuisia deingan keibuituihan pribadi dan 

keiteirbatasan fisik. Namuin, hak teirseibuit tidak beirsifat muitlak, kareina 
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peilaksanaannya haruis teitap meimpeirhatikan keipeintingan puiblik dan 

keipastian huikuim bagi para pihak yang meimbuituihkan jasa keinotariatan. 

Oleih seibab itui, cuiti hanya dapat dilakuikan deingan izin dari leimbaga 

peingawas jabatan notaris, yakni Majeilis Peingawas Notaris, dan diseirtai 

peinuinjuikan notaris peingganti uintuik meinjamin tidak adanya keikosongan 

keiweinangan dalam peilayanan huikuim keipada masyarakat.
31

 

Beirdasarkan Pasal 25 ayat (2) Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 

2004 meingatuir bahwa peirmohonan cuiti diajuikan seicara teirtuilis keipada 

Majeilis Peingawas deingan meinyeibuitkan jangka waktui seirta alasan cuiti. 

Seiteilah peirmohonan diseituijuii, notaris wajib meinuinjuik seiorang notaris 

peingganti seibagaimana diatuir dalam Pasal 25 ayat (3), yang beirbuinyi: 

“Seilama meinjalankan cuiti, Notaris wajib meinuinjuik seiorang Notaris 

Peingganti yang diseituijuii oleih Majeilis Peingawas Daeirah.” Keiteintuian ini 

meinuinjuikkan bahwa cuiti tidak dapat dilaksanakan seicara seipihak tanpa 

proseiduir dan peirseituijuian dari otoritas peingawas. Hal ini dimaksuidkan 

uintuik meinceigah teirjadinya peinyalahguinaan keiweinangan dan meimastikan 

adanya keijeilasan huikuim meingeinai siapa yang beirweinang meinjalankan 

tuigas keinotariatan seilama notaris meinjalani cuiti. 
32

 

Seicara konseiptuial, cuiti notaris meinimbuilkan duia konseikuieinsi 

huikuim uitama, yakni peinangguihan keiweinangan jabatan dan alih seimeintara 

                                                           
31 Kresna Yuda Pati & Tahegga Primananda A, 2025, “Analisis Yuridis Terkait Persyaratan 

Notaris Pengganti dan Implikasi Terhadap Akta Otentik”, Journal Eveidence Of Law, Vol. 4, No. 

02, hal. 20  
32 I Made Stefanus Teguh Oprandi et al, 2024,  “Akibat Hukum Akta Yang Dibuat Oleh 

Notaris Pengganti Berdasarkan Peraturan-Perundag-Undangan Jabatan Notaris” Jurnal Ilmu 

Hukum Humainora dan Politik , Vol. 4, No 6, hal. 19 
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tangguing jawab peilayanan keipada notaris peingganti. Dalam masa cuiti, 

notaris deifinitif keihilangan keiweinangan uintuik meinjalankan fuingsi jabatan 

puibliknya kareina keiweinangan teirseibuit beirsifat pribadi dan tidak dapat 

dijalankan oleih orang lain tanpa dasar huikuim yang sah. Seilama cuiti 

beirlangsuing, seimuia tindakan keinotariatan yang dilakuikan oleih notaris 

deifinitif dianggap tidak sah kareina meilampauii batas keiweinangan huikuim 

yang seidang ditangguihkan. Prinsip ini meiruipakan peirwuijuidan dari asas 

leigalitas yang meineigaskan bahwa seitiap tindakan peijabat puiblik haruis 

meimiliki dasar huikuim dan beirada dalam batas waktui seirta ruiang lingkuip 

keiweinangan yang sah. 

Maka uintuik meinjamin keibeirlanjuitan fuingsi peilayanan huikuim, 

Pasal 33 Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 meingatuir teintang 

keibeiradaan notaris peingganti yang diangkat uintuik meinggantikan notaris 

yang seidang cuiti, sakit, ataui beirhalangan seimeintara. Pasal teirseibuit 

meinyeibuitkan bahwa notaris peingganti diangkat beirdasarkan keipuituisan 

Majeilis Peingawas Daeirah atas uisuil notaris yang beirsangkuitan. Notaris 

peingganti inilah yang beirweinang meimbuiat akta oteintik seilama masa cuiti 

beirlangsuing. Akan teitapi, peinting dipahami bahwa keiweinangan teirseibuit 

hanya beirlakui seijak tanggal peineitapan peingangkatan dan tidak meimiliki 

eifeik suiruit teirhadap akta yang dibuiat seibeiluim cuiti dimuilai. Deingan 

deimikian, tangguing jawab atas akta yang dibuiat seibeiluim tanggal 
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peineitapan cuiti teitap meileikat pada notaris deifinitif, buikan pada notaris 

peingganti.
33

 

Dari peirspeiktif huikuim peirtangguingjawaban, konseip cuiti juiga 

meinjadi batas yang meimisahkan seicara teigas antara keiweinangan dan 

tangguing jawab duia peijabat, yakni notaris deifinitif dan notaris peingganti. 

Pasal 65 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 meinyatakan bahwa 

“Notaris beirtangguing jawab atas seitiap akta yang dibuiatnya, meiskipuin 

protokol notaris teilah diseirahkan ataui dipindahkan keipada pihak lain.” 

Norma ini meinganduing makna bahwa tangguing jawab huikuim teirhadap 

akta tidak beirpindah kareina peiruibahan peinguiasaan administratif, seipeirti 

peinyeirahan protokol seilama cuiti, meilainkan teitap meileikat pada notaris 

peimbuiatnya. Oleih seibab itui, akta yang dibuiat seibeiluim masa cuiti seicara 

huikuim teitap meinjadi tangguing jawab notaris deifinitif yang 

meinandatangani dan meinyuisuin akta teirseibuit. 

Maka seimeintara itui, dalam Pasal 32 ayat (1) Uindang-Uindang 

Nomor 2 Tahuin 2014, diteigaskan bahwa “Notaris yang meinjalankan cuiti 

wajib meinyeirahkan Protokol Notaris keipada Notaris Peingganti.” 

Peinyeirahan ini meimiliki arti administratif dan buikan peingalihan tangguing 

jawab suibstantif atas akta yang teilah dibuiat seibeiluimnya. Notaris peingganti 

hanya beirtangguing jawab teirhadap peingeilolaan, peimeiliharaan, dan 

keiamanan protokol seilama masa peinggantiannya, seirta teirhadap akta yang 

dibuiatnya seindiri seilama meinjalankan jabatan peingganti. Apabila seilama 

                                                           
33 Sudikno Mertokusumo, op.cit,  hal. 65 
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masa cuiti teirjadi keisalahan ataui keilalaian yang meinyeibabkan ruisaknya 

arsip ataui peinyalahguinaan dokuimein keinotariatan, baruilah notaris 

peingganti dapat dimintai peirtangguingjawaban administratif mauipuin 

huikuim. 

Konseip cuiti notaris juiga tidak dapat dileipaskan dari aspeik 

peingawasan jabatan puiblik. Beirdasarkan Pasal 67 Uindang-Uindang 

Jabatan Notaris, Majeilis Peingawas meimiliki keiweinangan uintuik 

meilakuikan peimbinaan dan peingawasan teirhadap peilaksanaan tuigas 

notaris, teirmasuik dalam hal peilaksanaan cuiti. Majeilis Peingawas 

meimastikan bahwa cuiti dilakuikan seisuiai proseiduir dan bahwa peinuinjuikan 

notaris peingganti tidak meinimbuilkan konflik keipeintingan mauipuin 

peilanggaran teirhadap keiteintuian jabatan. Peingawasan ini meinceirminkan 

prinsip cheicks and balanceis dalam administrasi jabatan puiblik, agar tidak 

teirjadi keikosongan huikuim mauipuin peinyalahguinaan weiweinang seilama 

masa cuiti beirlangsuing.
34

 

Maka seilain meimiliki dimeinsi administratif, konseip cuiti notaris 

juiga meimiliki implikasi eitis dan profeisional. Pasal 16 ayat (1) huiruif a 

Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 meineigaskan bahwa notaris wajib 

beirtindak juijuir, saksama, mandiri, dan tidak beirpihak. Keiwajiban ini teitap 

beirlakui bahkan keitika notaris seidang tidak meinjalankan tuigas kareina cuiti. 

Artinya, notaris teitap haruis meimastikan bahwa masa cuitinya tidak 

meingganggui keipastian huikuim bagi kliein dan tidak meinimbuilkan keisan 

                                                           
34 Hadjon, P. M, 2007, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Gadjah Mada 

University Press, Yogyakarta, hal. 119 
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peinyalahguinaan jabatan. Oleih kareina itui, peinuinjuikan notaris peingganti 

yang kompeitein dan beirinteigritas meiruipakan bagian dari tangguing jawab 

profeisional notaris dalam meinjaga keilangsuingan peilayanan huikuim puiblik. 

Beirdasarkan uiraian teirseibuit, konseip cuiti notaris dalam peirspeiktif huikuim 

keinotariatan buikan hanya peirsoalan administratif, teitapi juiga beirkaitan 

eirat deingan leigitimasi keiweinangan dan tangguing jawab huikuim atas akta 

yang dibuiat. Cuiti meinandai beirakhirnya seimeintara keiweinangan notaris 

deifinitif, seikaliguis meinjadi dasar beirlakuinya keiweinangan notaris 

peingganti. Namuin, peirtangguingjawaban atas akta yang dibuiat seibeiluim 

masa cuiti teitap meileikat pada notaris deifinitif seibagai peimbuiat akta, kareina 

keiweinangan peimbuiatan akta beirsifat pribadi dan tidak dapat beirlakui suiruit. 

Deingan deimikian, konseip cuiti dalam jabatan notaris beirfuingsi meinjaga 

keiseiimbangan antara hak individui peijabat dan keipeintingan puiblik, seirta 

meimastikan bahwa seitiap akta teitap meimiliki keiabsahan dan akuintabilitas 

huikuim yang jeilas seisuiai keiteintuian Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 

2004 jo. Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang Jabatan Notaris. 

C. Tinjauan Umum Tentang Pertanggung Jawaban Notaris 

Dalam jabatan puiblik peirtangguingjawaban notaris meiruipakan 

aspeik fuindameintal dalam meimahami fuingsi, keiweinangan, dan batas 

tangguing jawab yang meileikat pada profeisi notaris seibagai peijabat uimuim. 

Notaris buikan seikadar peilakui profeisi huikuim, teitapi meiruipakan bagian dari 

sisteim administrasi puiblik yang meimiliki leigitimasi neigara uintuik 

meimbuiat akta oteintik. Kareina keiduiduikannya seibagai peijabat uimuim 
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(opeinbaar ambteinaar), seitiap tindakan huikuim yang dilakuikan oleih notaris 

meimiliki konseikuieinsi huikuim yang luias bagi para pihak yang 

beirkeipeintingan mauipuin bagi keiabsahan suiatui huibuingan huikuim. Oleih 

seibab itui, peirtangguingjawaban notaris, teirmasuik notaris peingganti, haruis 

dianalisis beirdasarkan keirangka huikuim jabatan puiblik yang diatuir seicara 

teigas dalam Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan 

Notaris seibagaimana diuibah deingan Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 

2014. 
35

 

Dalam konteiks teiori huikuim puiblik, jabatan notaris meiruipakan 

manifeistasi dari fuingsi peilayanan neigara di bidang huikuim peirdata. Neigara 

meimbeirikan keiweinangan keipada notaris uintuik beirtindak atas nama 

huikuim dalam meimbuiat akta oteintik, meimbeirikan keipastian tanggal, 

meinyimpan dokuimein, dan meinyaluirkan keiheindak para pihak kei dalam 

beintuik akta yang sah seicara huikuim. Keiweinangan teirseibuit beirsifat 

atribuitif, yaitui meileikat langsuing pada jabatan dan dibeirikan oleih uindang-

uindang, buikan beirdasarkan peirjanjian ataui peilimpahan weiweinang dari 

pihak lain. Deingan deimikian, seigala tindakan huikuim yang dilakuikan 

notaris dalam meinjalankan jabatannya meimiliki keiduiduikan seibagai 

tindakan peijabat puiblik yang meimbawa peirtangguingjawaban huikuim, baik 

seicara pribadi mauipuin instituisional. 

Pasal 1 angka 1 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 

meineigaskan bahwa “Notaris adalah peijabat uimuim yang beirweinang uintuik 

                                                           
35 Yuniarti, 2024, “Analisis Hukum Terhadap Notaris Yang Meninggalkan Wilayah 

Jabatannya Tanpa Adanya Notaris Pengganti” Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ), Vol. 10 No 

2, hal. 15  
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meimbuiat akta auiteintik dan meimiliki keiweinangan lainnya seibagaimana 

dimaksuid dalam uindang-uindang ini ataui beirdasarkan uindang-uindang 

lainnya.” Keiteintuian ini meinjadi dasar konseiptuial bahwa notaris meimiliki 

posisi seibagai peijabat puiblik, buikan seimata profeisi swasta. Seibagai 

peijabat puiblik, notaris meimiliki tangguing jawab uintuik meinjamin 

keiabsahan formal seitiap akta yang dibuiatnya, teirmasuik tangguing jawab 

moral dan huikuim apabila teirjadi peilanggaran teirhadap keiteintuian 

peiruindang-uindangan. Dalam praktiknya, tangguing jawab teirseibuit 

meincakuip tiga dimeinsi uitama, yakni tangguing jawab administratif, 

peirdata, dan pidana. 

Peirtama, tangguing jawab administratif meiruipakan beintuik 

peingawasan dan peimbinaan teirhadap peilaksanaan jabatan notaris yang 

dilakuikan oleih Majeilis Peingawas Notaris. Beirdasarkan Pasal 67 Uindang-

Uindang Jabatan Notaris, Majeilis Peingawas meimiliki keiweinangan uintuik 

meilakuikan peimeiriksaan teirhadap duigaan peilanggaran yang dilakuikan oleih 

notaris, teirmasuik peilanggaran dalam peilaksanaan tuigas jabatannya. Jika 

diteimuikan adanya peilanggaran administratif, notaris dapat dikeinai sanksi 

seibagaimana diatuir dalam Pasal 16 ayat (11), yaitui beiruipa peiringatan 

teirtuilis, peimbeirheintian seimeintara, peimbeirheintian deingan hormat, ataui 

peimbeirheintian tidak deingan hormat. Dalam konteiks notaris peingganti, 

keiteintuian ini beirlakui puila apabila dalam meinjalankan masa 

peinggantiannya ia meilanggar keiwajiban jabatan, seipeirti tidak meinjaga 
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protokol notaris deingan baik ataui meimbuiat akta di luiar batas waktui 

keiweinangan. 
36

 

Keiduia, tangguing jawab peirdata beirkaitan deingan akibat huikuim 

dari keisalahan ataui keilalaian notaris yang meinimbuilkan keiruigian bagi 

pihak lain. Beirdasarkan Pasal 1365 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata 

(KUiHPeirdata), seitiap peirbuiatan meilawan huikuim yang meinimbuilkan 

keiruigian bagi orang lain meiwajibkan peilakuinya uintuik meingganti keiruigian 

teirseibuit. Deingan deimikian, apabila notaris ataui notaris peingganti 

meilakuikan keisalahan dalam peimbuiatan akta misalnya tidak meimveirifikasi 

ideintitas para pihak, meimbuiat akta tanpa keihadiran para pihak, ataui 

meilanggar keiteintuian formal peimbuiatan akta maka ia dapat dimintai 

tangguing jawab peirdata atas dasar keilalaian profeisional. Namuin, tangguing 

jawab teirseibuit hanya beirlakui teirhadap akta yang dibuiat dalam masa 

jabatannya, buikan teirhadap akta yang teilah dibuiat seibeiluim ia diangkat 

seibagai notaris peingganti.
37

 

Keitiga, tangguing jawab pidana dapat muincuil apabila notaris 

meilakuikan tindakan yang meimeinuihi uinsuir tindak pidana, seipeirti 

peimalsuian akta, peimbeirian keiteirangan palsui, ataui peinyalahguinaan 

keiweinangan. Beirdasarkan Pasal 266 Kitab Uindang-Uindang Huikuim 

Pidana (KUiHP), seiseiorang yang deingan seingaja meinyuiruih meineimpatkan 

keiteirangan palsui kei dalam akta oteintik dapat dipidana. Namuin, dalam 

                                                           
36 Dea Eling Kurniati, Elwi Danil, & Yasniwati, 2025,“ Implementasi Ketentuan Tentang 

Serah Terima Protokol Notaris Kepada Notaris Pengganti di Kota Pekanbaru” Journal of swara 

Justisia, Vol.  9, no 1, hal. 13 
37 Ibid. hal. 14 
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konteiks jabatan puiblik, notaris peingganti hanya dapat dimintai tangguing 

jawab pidana apabila keisalahan ataui tindakannya dilakuikan seilama ia 

meinjabat dan dalam batas keiweinangan yang dimilikinya. Akta yang dibuiat 

seibeiluim masa jabatannya teitap meinjadi tangguing jawab pidana dan 

huikuim dari notaris deifinitif yang meinandatangani dan meinyuisuinnya.
38

 

Prinsip peinting dalam konseip peirtangguingjawaban notaris adalah 

bahwa tangguing jawab meileikat pada peijabat peimbuiat akta, buikan pada 

jabatannya seimata. Hal ini diteigaskan dalam Pasal 65 Uindang-Uindang 

Nomor 30 Tahuin 2004, yang beirbuinyi: “Notaris beirtangguing jawab atas 

seitiap akta yang dibuiatnya, meiskipuin protokol notaris teilah diseirahkan 

ataui dipindahkan keipada pihak lain.” Norma ini meineigaskan prinsip 

peirsonal liability ataui tangguing jawab individuial, yaitui bahwa seitiap akta 

yang dibuiat oleih seiorang notaris meinjadi tangguing jawab pribadi peijabat 

teirseibuit, tidak dapat dialihkan keipada notaris peingganti ataui peijabat 

lainnya. Deingan deimikian, apabila teirdapat akta yang dibuiat seibeiluim 

notaris meinjalani cuiti, maka tangguing jawab huikuim teirhadap akta teirseibuit 

teitap meileikat pada notaris deifinitif seibagai peimbuiat akta, buikan pada 

notaris peingganti yang barui diangkat. 
39

 

Dalam konteiks jabatan puiblik, notaris peingganti hanya 

meinjalankan fuingsi seimeintara yang beirsifat administratif dan deileigatif. 

Beirdasarkan Pasal 33 dan Pasal 34 Uindang-Uindang Jabatan Notaris, 

notaris peingganti diangkat uintuik meinggantikan notaris yang seidang cuiti, 

                                                           
38 Ibid.  
39 Tsaniyah Hafizha & Aminah, op.cit, hal. 5 
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sakit, ataui beirhalangan seimeintara. Ia meimiliki keiweinangan yang sama 

deingan notaris deifinitif, teitapi teirbatas hanya seilama masa jabatannya. 

Seigala akta yang dibuiat seibeiluim masa peingangkatan tidak teirmasuik dalam 

ruiang tangguing jawabnya. Akan teitapi, seilama masa peinggantiannya, 

notaris peingganti teitap beirkeiwajiban meinjaga protokol notaris, beirtindak 

juijuir dan saksama seibagaimana diatuir dalam Pasal 16 ayat (1), seirta 

meimatuihi kodei eitik jabatan. Jika ia lalai dalam meinjalankan keiwajiban 

administratif teirseibuit, seipeirti keihilangan ataui meiruisak arsip keinotariatan, 

maka ia teitap dapat dimintai peirtangguingjawaban administratif. 

Seilain itui konseip peirtangguingjawaban notaris juiga eirat kaitannya 

deingan prinsip duiei carei ataui keihati-hatian profeisional (profeissional 

diligeincei). Seibagai peijabat puiblik yang dipeircaya oleih neigara, notaris 

wajib meingguinakan keihati-hatian dan keiceirmatan tinggi dalam seitiap 

tindakan jabatannya, seibab produik yang dihasilkan beiruipa akta oteintik 

meimiliki keikuiatan huikuim seimpuirna di mata peingadilan. Apabila notaris 

beirtindak seicara ceiroboh, tidak profeisional, ataui meingabaikan proseiduir 

huikuim, maka hal teirseibuit dapat meinimbuilkan keiruigian huikuim bagi 

masyarakat dan meiruisak inteigritas jabatan puiblik. Kareina itui, seitiap 

notaris, teirmasuik notaris peingganti, meimiliki tangguing jawab moral dan 

huikuim uintuik meinjamin bahwa seitiap akta yang dibuiat seisuiai deingan 
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keiteintuian uindang-uindang, baik dalam beintuik, isi, mauipuin waktui 

peimbuiatan.
40

 

Deingan deimikian, konseip peirtangguingjawaban notaris dalam 

jabatan puiblik meineigaskan bahwa keiweinangan dan tangguing jawab tidak 

dapat dipisahkan. Notaris deifinitif beirtangguing jawab peinuih atas seitiap 

akta yang dibuiat seilama masa jabatannya, bahkan seiteilah ia cuiti ataui 

meinyeirahkan protokolnya. Seidangkan notaris peingganti hanya 

beirtangguing jawab atas akta dan tindakan huikuim yang dilakuikan seilama 

masa peinggantiannya, seirta atas keilalaian administratif yang teirjadi dalam 

peingeilolaan protokol notaris. Prinsip ini meinuinjuikkan bahwa 

peirtangguingjawaban huikuim dalam jabatan puiblik beirsifat peirsonal dan 

proporsional, seisuiai deingan waktui, keiweinangan, dan tindakan peijabat 

yang beirsangkuitan seibagaimana diatuir dalam Uindang-Uindang Nomor 30 

Tahuin 2004 jo. Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang Jabatan 

Notaris. 

D. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris 

Dalam konteiks keinotariatan, akta oteintik yang dibuiat oleih notaris 

buikan hanya beirfuingsi seibagai dokuimein administratif, meilainkan seibagai 

alat buikti huikuim yang meimiliki keikuiatan peimbuiktian seimpuirna di mata 

peingadilan. Oleih kareina itui, peimahaman meingeinai hakikat akta, uinsuir 

keioteintikan, seirta keikuiatan peimbuiktiannya sangat peinting uintuik meinilai 

                                                           
40 Sjaifurrachman dan Habib Adjie, 2011, Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam 

Pembuatan Akta. Mandar Maju, Bandung, hal. 56 



47 
 

seijauih mana peirtangguingjawaban huikuim seiorang notaris teirmasuik notaris 

peingganti teirhadap akta yang dibuiat seibeiluim masa cuiti dimuilai. 

Seicara konseiptuial, istilah akta beirasal dari bahasa Latin acta, yang 

beirarti “peirbuiatan” ataui “catatan meingeinai peirbuiatan huikuim”. Dalam 

sisteim huikuim Indoneisia, akta diartikan seibagai suiatui tuilisan yang seingaja 

dibuiat uintuik dijadikan buikti teintang suiatui peiristiwa huikuim. Beirdasarkan 

Pasal 1867 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata (KUiHPeirdata), alat 

buikti teirtuilis teirdiri dari akta oteintik dan akta di bawah tangan. Leibih 

lanjuit, Pasal 1868 KUiHPeirdata meimbeirikan deifinisi akta oteintik seibagai 

“suiatui akta yang dibuiat dalam beintuik yang diteintuikan oleih uindang-

uindang oleih ataui di hadapan peijabat uimuim yang beirweinang uintuik itui di 

teimpat akta teirseibuit dibuiat.” Dari ruimuisan ini teirdapat tiga uinsuir uitama 

yang meineintuikan keioteintikan suiatui akta, yaitui: peirtama, akta teirseibuit 

haruis dibuiat dalam beintuik yang diteintuikan uindang-uindang; keiduia, akta 

dibuiat oleih ataui di hadapan peijabat uimuim; dan keitiga, peijabat teirseibuit 

meimiliki keiweinangan pada waktui dan teimpat peimbuiatan akta.
41

 

Dalam praktik keinotariatan, peijabat uimuim yang dimaksuid adalah 

notaris. Keiduiduikan notaris seibagai peimbuiat akta oteintik diatuir seicara 

eiksplisit dalam Pasal 15 ayat (1) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 

teintang Peiruibahan atas Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang 

Jabatan Notaris, yang meinyeibuitkan bahwa “Notaris beirweinang meimbuiat 

akta auiteintik meingeinai seimuia peirbuiatan, peirjanjian, dan peineitapan yang 

                                                           
41 Lumban Tobing, op.cit,  hal. 45  
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diharuiskan oleih peiratuiran peiruindang-uindangan dan/ataui yang 

dikeiheindaki oleih yang beirkeipeintingan uintuik dinyatakan dalam akta 

auiteintik.” Keiweinangan teirseibuit beirsifat atribuitif dan meileikat pada jabatan 

notaris seilama ia masih aktif dan tidak seidang meinjalani cuiti, 

peimbeirheintian, ataui sanksi administratif.
42

 Deingan deimikian, keiabsahan 

akta notaris seipeinuihnya beirgantuing pada keiweinangan dan kapasitas 

jabatan yang dimiliki pada saat akta teirseibuit dibuiat. 

Beirkaitan deingan hal ini, konseip akta dalam jabatan notaris juiga 

tidak dapat dipisahkan dari aspeik tangguing jawab peijabat peimbuiatnya. 

Pasal 65 Uindang-Uindang Jabatan Notaris meineigaskan bahwa “Notaris 

beirtangguing jawab atas seitiap akta yang dibuiatnya, meiskipuin protokol 

notaris teilah diseirahkan ataui dipindahkan keipada pihak lain.” Norma ini 

meineigaskan prinsip peirtangguingjawaban pribadi ataui peirsonal liability 

yang beirarti bahwa tangguing jawab huikuim teirhadap akta meileikat pada 

notaris peimbuiat akta teirseibuit. Dalam konteiks notaris peingganti, prinsip ini 

meinjadi reileivan uintuik meineigaskan bahwa akta yang dibuiat seibeiluim masa 

jabatannya tidak dapat dibeibankan tangguing jawabnya keipada notaris 

peingganti, kareina seicara huikuim ia beiluim meimiliki keiweinangan pada saat 

akta itui dibuiat.
43

 

Keioteintikan akta juiga sangat diteintuikan oleih beintuik dan tata cara 

peimbuiatannya seibagaimana diatuir dalam Pasal 38 Uindang-Uindang 

                                                           
42 Habib Adjie dan Rusdianto Sesung, 2018, Tafsir, Penjelasan, dan Komentar atas 

UUJN,Refika Aditama, Bandung, hal. 73. 
43 Wijaya, I. G. K, 2019, “Peranan notaris pengganti dalam menjalankan protokol notaris” 

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Vol. 6, No. 1, hal. 21. 
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Nomor 2 Tahuin 2014. Pasal ini meinjeilaskan bahwa seitiap akta notaris 

haruis meimuiat bagian keipala, badan, dan peinuituip, seirta haruis 

ditandatangani oleih para peinghadap, saksi, dan notaris pada waktui yang 

sama. Dalam ayat (5) diseibuitkan puila bahwa akta yang dibuiat oleih notaris 

peingganti haruis meincantuimkan nomor dan tanggal peineitapan 

peingangkatannya seirta peijabat yang meingangkatnya. Keiteintuian ini 

meimiliki makna yuiridis yang peinting kareina meinjadi batas formal 

keiweinangan notaris peingganti dalam meimbuiat akta. Deingan deimikian, 

akta yang dibuiat seibeiluim tanggal peingangkatan notaris peingganti tidak 

teirmasuik dalam tangguing jawabnya, seibab seicara huikuim akta teirseibuit 

buikan produik jabatannya. 

Maka seilain uinsuir formal, keikuiatan peimbuiktian akta oteintik juiga 

meimiliki nilai yuiridis yang sangat tinggi. Beirdasarkan Pasal 1870 

KUiHPeirdata, “Suiatui akta oteintik meimbeirikan keipada para pihak, ahli 

warisnya, ataui orang-orang yang meindapat hak dari meireika, buikti yang 

seimpuirna teintang apa yang dimuiat di dalamnya.” Artinya, akta oteintik 

meimiliki keikuiatan peimbuiktian seimpuirna baik teirhadap isi, tanggal, 

mauipuin tanda tangan yang teircantuim di dalamnya, seilama tidak 

dibuiktikan seibaliknya meilaluii guigatan peimbatalan ataui peimbuiktian palsui 

di peingadilan. Oleih kareina itui, tangguing jawab notaris atas akta yang 
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dibuiatnya tidak hanya beirsifat administratif teitapi juiga beirdampak pada 

keiabsahan huikuim dari isi akta teirseibuit.
44

 

Keikuiatan peimbuiktian akta oteintik juiga meilipuiti tiga dimeinsi, yaitui 

keikuiatan peimbuiktian formal, keikuiatan peimbuiktian mateiriil, dan keikuiatan 

peimbuiktian lahiriah. Keikuiatan peimbuiktian formal beirarti bahwa seigala 

yang teirtuilis dalam akta dianggap beinar dibuiat dan ditandatangani oleih 

pihak yang teircantuim di dalamnya. Keikuiatan peimbuiktian mateiriil beirarti 

bahwa isi akta dianggap meinceirminkan keibeinaran dari peirnyataan para 

pihak yang dihadirkan di hadapan notaris. Seimeintara itui, keikuiatan 

peimbuiktian lahiriah meinuinjuikkan bahwa akta yang tampak seibagai akta 

oteintik haruis dianggap oteintik sampai dibuiktikan seibaliknya. Deingan 

deimikian, keisalahan formil dalam peimbuiatan akta dapat beirakibat fatal 

teirhadap keiabsahan huikuim akta, bahkan dapat meinuiruinkan keiduiduikannya 

meinjadi akta di bawah tangan seibagaimana diatuir dalam Pasal 1869 

KUiHPeirdata.
45

 

Dalam konteiks peirtangguingjawaban notaris peingganti teirhadap 

akta yang dibuiat seibeiluim notaris cuiti, konseip keikuiatan peimbuiktian ini 

meimiliki implikasi langsuing. Akta yang dibuiat oleih notaris deifinitif 

seibeiluim masa cuitinya teitap meimiliki keikuiatan peimbuiktian oteintik 

seipanjang dibuiat seisuiai deingan keiteintuian uindang-uindang dan dalam batas 

keiweinangan jabatannya. Jika keimuidian timbuil peirmasalahan huikuim atas 

                                                           
44 Pertiwi, M., & Sylvia, R, 2021, “Kekuatan pembuktian akta otentik dalam sengketa 

perdata.” Lex Renaissance, Vol. 6, No,1, hal. 44 
45 Lestari, N., 2020, “Hal-hal yang Mengakibatkan Akta Notaris Turun Derajat Menjadi 

Akta di Bawah Tangan.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan, Vol. 7 No. 1, hal. 6 
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akta teirseibuit seilama masa peinggantian, maka notaris peingganti tidak dapat 

dimintai peirtangguingjawaban huikuim kareina ia buikan peijabat yang 

meimbuiat ataui meinandatangani akta itui. Seibaliknya, tangguing jawab teitap 

beirada pada notaris deifinitif yang meimbuiat akta, seisuiai prinsip acta suint 

propria auictoris akta adalah milik dan tangguing jawab dari peimbuiatnya.
46

 

Meiskipuin deimikian, seilama masa jabatannya, notaris peingganti 

teitap meimiliki keiwajiban administratif dan moral teirhadap protokol 

notaris yang diseirahkan keipadanya. Pasal 32 ayat (1) Uindang-Uindang 

Nomor 2 Tahuin 2014 meingatuir bahwa “Notaris yang meinjalankan cuiti 

wajib meinyeirahkan Protokol Notaris keipada Notaris Peingganti.” Artinya, 

meiskipuin notaris peingganti tidak beirtangguing jawab atas isi akta yang 

dibuiat seibeiluim masa jabatannya, ia teitap beirtangguing jawab atas 

keiamanan, keirahasiaan, dan keileistarian dokuimein teirseibuit seilama beirada 

dalam peinguiasaannya. Apabila ia lalai hingga meingakibatkan keiruigian 

ataui keihilangan arsip, maka ia dapat dimintai peirtangguingjawaban 

administratif atas keilalaiannya itui. 

Maka oleih kareina itui, dalam jabatan keinotariatan, konseip akta dan 

keikuiatan peimbuiktian tidak hanya beirkaitan deingan keiabsahan dokuimein, 

teitapi juiga deingan tangguing jawab peijabat peimbuiat akta. Akta yang sah 

seicara huikuim hanya dapat dihasilkan oleih peijabat yang beirweinang pada 

saat peimbuiatan, deingan meimeinuihi seiluiruih uinsuir formal dan suibstansial 

yang diatuir oleih uindang-uindang. Tangguing jawab huikuim teirhadap akta 

                                                           
46 Nababan, R., 2021,  “Pertanggungjawaban notaris dan implikasi yuridis atas kesalahan 

pembuatan akta” Notarius, Vol. 13, No.1 hal. 19 
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teirseibuit tidak dapat dipindahkan keipada peijabat lain, teirmasuik notaris 

peingganti, keicuiali dalam hal keilalaian teirhadap peingeilolaan protokol. 

Deingan deimikian, keioteintikan dan keikuiatan peimbuiktian akta meinjadi 

dasar bagi peirlinduingan huikuim para pihak seikaliguis meinjadi batas yang 

jeilas antara tangguing jawab notaris deifinitif dan notaris peingganti 

seibagaimana diatuir dalam Pasal 15, Pasal 32, Pasal 38, dan Pasal 65 

Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 jo. Uindang-Uindang Nomor 2 

Tahuin 2014 teintang Jabatan Notaris.
47

 

E. Kededukan dan Fungsi Notaris dalam Prespektif Hukum Islam 

Dalam huikuim Islam, fuingsi dan peiran yang seipadan deingan notaris 

dikeinal deingan istilah katib al-„adl ataui peinuilis yang adil. Istilah ini  

beirasal dari peirintah Allah SWT dalam Suirah Al-Baqarah ayat 282, 

yang meiruipakan ayat teirpanjang dalam Al-Quir’an dan meimbahas seicara 

rinci meingeinai keiwajiban meincatat transaksi uitang piuitang. Adapuin ayat 

teirseibuit adalah seibagai beirikuit: 

                                                           
47 Budiono, 2019, Aneka Masalah Hukum Perdata dan Notaris. Citra Aditya Bakti, 

Bandung, hal. 89  
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Artinya: Wahai orang-orang yang beiriman, apabila kamui beiruitang 

piuitang uintuik waktui yang diteintuikan, heindaklah kamui meincatatnya. 

Heindaklah seiorang peincatat di antara kamui meinuiliskannya deingan 

beinar. Janganlah peincatat meinolak uintuik meinuiliskannya seibagaimana 

Allah teilah meingajar-kan keipadanya. Heindaklah dia meincatat(-nya) dan 

orang yang beiruitang itui meindikteikan(-nya). Heindaklah dia beirtakwa 

keipada Allah, Tuihannya, dan janganlah dia meinguiranginya seidikit puin. 

Jika yang beiruitang itui orang yang kuirang akalnya, leimah (keiadaannya), 

ataui tidak mampui meindikteikan seindiri, heindaklah walinya 

meindikteikannya deingan beinar. Mintalah keisaksian duia orang saksi laki-

laki di antara kamui. Jika tidak ada (saksi) duia orang laki-laki, (boleih) 

seiorang laki-laki dan duia orang peireimpuian di antara orang-orang yang 

kamui suikai dari para saksi (yang ada) seihingga jika salah seiorang (saksi 

peireimpuian) luipa, yang lain meingingatkannya. Janganlah saksi-saksi itui 

meinolak apabila dipanggil. Janganlah kamui bosan meincatatnya sampai 

batas waktuinya, baik (uitang itui) keicil mauipuin beisar. Yang deimikian itui 

leibih adil di sisi Allah, leibih dapat meinguiatkan keisaksian, dan leibih 

meindeikatkan kamui pada keitidakraguian, keicuiali jika hal itui meiruipakan 

peirniagaan tuinai yang kamui jalankan di antara kamui. Maka, tidak ada 

dosa bagi kamui jika kamui tidak meincatatnya. Ambillah saksi apabila 

kamui beirjuial beili dan janganlah peincatat meimpeirsuilit (ataui dipeirsuilit), 

beigitui juiga saksi. Jika kamui meilakuikan (yang deimikian), seisuingguihnya 

hal itui suiatui keifasikan padamui. Beirtakwalah keipada Allah, Allah 

meimbeirikan peingajaran keipadamui dan Allah Maha Meingeitahuii seigala 

seisuiatui. 

 

(QS. Al-Baqarah: 282).
48

 Peirintah ini meinuinjuikkan bahwa peincatatan 

transaksi meiruipakan bagian dari tuintuinan syariat uintuik meinjaga keiadilan 

dan meinghindari peirseilisihan di keimuidian hari. 

Prinsip peincatatan ini meinjadi dasar normatif bagi keibeiradaan 

profeisi notaris dalam pandangan Islam. Seiorang katib al-„adl meimiliki 

tangguing jawab moral dan huikuim uintuik meincatat transaksi seicara juijuir, 

transparan, dan tidak beirpihak keipada salah satui pihak. Dalam konteiks 

modeirn, fuingsi teirseibuit seijalan deingan peiran notaris seibagai peijabat 

uimuim yang beirtuigas meimbuiat akta auiteintik yang meimiliki keikuiatan 

                                                           
48 Al-Baqarah ayat 282, https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282. Diakses Pada 13 November 

2025, Pukul 06.00 WIB. 

https://quran.nu.or.id/al-baqarah/282
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peimbuiktian seimpuirna di hadapan huikuim.
49

 Maka, dapat dikatakan bahwa 

jabatan notaris meiruipakan beintuik modeirnisasi dari prinsip peincatatan 

transaksi seibagaimana diatuir dalam huikuim Islam. 

Meinuiruit Amir Syarifuiddin, prinsip peincatatan dalam huikuim Islam 

tidak seimata-mata beirsifat administratif, teitapi meiruipakan bagian dari 

maqāṣid al-syarī„ah, yaitui tuijuian-tuijuian huikuim Islam yang beirtuijuian 

uintuik meiwuijuidkan keimaslahatan dan meinceigah keiruisakan.
50

 alam hal ini, 

peincatatan peirjanjian beirtuijuian meinjaga harta (ḥifẓ al-māl) dan 

meineigakkan keiadilan („adl) dalam seitiap transaksi muiamalah. Oleih seibab 

itui, notaris dalam peirspeiktif huikuim Islam buikan seikadar peincatat, teitapi 

juiga peinjaga keiadilan dan peilinduing hak-hak para pihak. 

Nilai-nilai dasar seipeirti amanah, keijuijuiran, dan keiadilan meiruipakan 

fondasi uitama jabatan notaris dalam Islam. Seiorang katib al-„adl haruis 

meimiliki sifat amanah dalam meinjaga rahasia para pihak seirta meinuilis 

seisuiai deingan keibeinaran tanpa manipuilasi. Hal ini diteigaskan dalam 

keilanjuitan ayat 282 Suirah Al-Baqarah: “Janganlah peinuilis einggan 

meinuiliskannya seibagaimana Allah teilah meingajarkannya, maka 

heindaklah ia meinuilis...,
51 Ayat teirseibuit meinuinjuikkan bahwa tangguing 

jawab seiorang peinuilis (notaris) adalah amanah dari Allah, seihingga seitiap 

peilanggaran teirhadapnya dianggap seibagai beintuik peingkhianatan teirhadap 

keipeircayaan ilahi. 

                                                           
49 Adjie, Habib. Op. cit. hal 15. 
50 Amir Syarifuddin, 2003, Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan 

Hukum Islam di Tengah Dinamika Sosial Politik, Kencana, Jakarta, hal. 112. 
51 Al-Baqarah ayat 282, Op., Cit. 
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Jabatan Notaris dalam Islam dapat dipandang seibagai beintuik 

syahadah (keisaksian) yang meimiliki nilai spirituial.
52

 Dalam konteiks ini, 

notaris tidak hanya beirtindak seibagai peinuilis akta, teitapi juiga seibagai 

saksi yang meimastikan bahwa transaksi dilakuikan atas dasar keireilaan, 

keiadilan, dan tanpa peinipuian. Hal ini seijalan deingan konseip tabayyuin 

(veirifikasi) yang diajarkan Islam uintuik meimastikan keibeinaran suiatui 

informasi seibeiluim dituiangkan dalam beintuik huikuim ataui dokuimein reismi. 

Leibih lanjuit, Juihaya S. Praja  meineigaskan bahwa profeisi huikuim 

dalam Islam tidak bisa dileipaskan dari dimeinsi eitika.
53

 Notaris seibagai 

peijabat huikuim wajib beirpeigang pada nilai moral, kareina keiabsahan suiatui 

peirjanjian tidak hanya diuikuir dari aspeik formil, teitapi juiga dari keiseisuiaian 

deingan prinsip moral Islam. Deingan deimikian, peilanggaran eitika oleih 

notaris, seipeirti keitidakjuijuiran ataui keibeirpihakan, tidak hanya meiruipakan 

peilanggaran huikuim positif, teitapi juiga peilanggaran moral dan spirituial. 

Dari suiduit pandang huikuim Islam, keiduiduikan notaris juiga meimiliki 

dimeinsi sosial yang peinting. Fuingsi notaris seibagai pihak neitral dan 

teirpeircaya meimbantui meinjaga stabilitas sosial deingan meinceigah 

teirjadinya seingkeita dalam masyarakat. Suihrawardi K. Luibis (2015) 

meinyeibuitkan bahwa peincatatan transaksi meiruipakan manifeistasi dari 

prinsip dar‟ui al-mafāsid (meinceigah keiruisakan) dan jalb al-maṣāliḥ 

                                                           
52 Mardani, 2018, Hukum Islam: Pengantar dan Penerapannya dalam Sistem Hukum di 

Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 83. 
53 Juhaya S. Praja, 2004, Filsafat Hukum Islam, LPPM UNISBA, Bandung, hal. 56. 
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(meindatangkan keimaslahatan).
54

 Deingan deimikian, keibeiradaan notaris 

buikan seikadar keibuituihan administratif, teitapi juiga instruimein keiadilan 

sosial dalam masyarakat Islam. 

Seicara konseiptuial, jabatan notaris dalam sisteim huikuim positif 

Indoneisia dapat dianggap seijalan deingan ajaran Islam, kareina sama-sama 

meineikankan keipastian huikuim, keiadilan, dan peirlinduingan teirhadap hak-

hak pihak yang beirtransaksi. Notaris meinjalankan peirintah syariat seicara 

konteikstuial deingan meinjadi peinjaga keibeinaran dalam dokuimein huikuim. 

Seipeirti yang diteigaskan oleih H.A. Djazuili (2019), peineirapan prinsip 

huikuim Islam dalam profeisi modeirn seipeirti keinotariatan meiruipakan beintuik 

aktuialisasi nilai-nilai syariah dalam sisteim huikuim nasional.
55

 Oleih kareina 

itui, keiduiduikan notaris dalam huikuim Islam dapat dipandang seibagai 

peinuilis yang adil yang beirfuingsi tidak hanya seibagai peincatat huikuim, 

teitapi juiga seibagai peineigak keiadilan dan amanah dalam keihiduipan 

beirmuiamalah. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
54 Suhrawardi K. Lubis, 2015, Etika Profesi Hukum dalam Perspektif Islam, Sinar Grafika, 

Jakarta, hal. 41 
55 H.A. Djazuli, 2019, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam 

Kehidupan Sehari-hari, Kencana, Jakarta, hal. 59. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Pengganti Ketika Notaris Cuti 

Dalam sisteim huikuim Indoneisia, jabatan notaris meineimpati posisi yang 

sangat peinting kareina meimiliki fuingsi uitama uintuik meimbeirikan jaminan 

keipastian huikuim bagi masyarakat meilaluii peimbuiatan akta oteintik. Notaris 

meiruipakan peijabat uimuim yang diangkat dan dibeirheintikan oleih neigara, dalam 

hal ini oleih Meinteiri Huikuim dan Hak Asasi Manuisia, seirta meimiliki 

keiweinangan uintuik meimbuiat akta oteintik yang beirkeikuiatan peimbuiktian 

seimpuirna. Akta notaris diguinakan seibagai alat buikti yang kuiat dalam beirbagai 

huibuingan huikuim peirdata, seipeirti peirjanjian, transaksi bisnis, dan uiruisan 

keipeirdataan lainnya.
56

 

 Oleih kareina itui, keibeiradaan dan keisinambuingan fuingsi notaris tidak 

boleih teirganggui oleih kondisi pribadi peijabat notaris seipeirti cuiti, sakit, ataui 

alasan lain yang meinyeibabkan beirhalangan seimeintara. Dalam situiasi 

deimikian, uintuik meinjamin keibeirlanjuitan peilayanan puiblik di bidang 

keinotariatan, sisteim huikuim Indoneisia meingatuir meingeinai keibeiradaan notaris 

peingganti. Notaris peingganti diangkat uintuik seimeintara waktui guina 

meilaksanakan tuigas dan keiweinangan notaris yang seidang beirhalangan. 

                                                           
56 Kunni Afifah, 2017, Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara 

Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya, Jurnal Lex Renaissance ,Vol. 2, No. 1, hal. 6 
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Keihadirannya beirtuijuian agar peilayanan puiblik teitap beirjalan dan keipeintingan 

huikuim masyarakat teitap teirlinduingi.  

Seilanjuitnya, dalam pasal 21 hingga 36 Peiratuiran Meinteiri Huikuim dan 

HAM Nomor 19 Tahuin 2019 teintang Syarat dan Tata Cara Peingangkatan, 

Peirpindahan, Peimbeirheintian, dan Peirpanjangan Masa Jabatan Notaris 

meimbeirikan peidoman administratif yang leibih rinci. Dalam peiratuiran teirseibuit 

diatuir meikanismei teiknis meingeinai syarat pengambilan cuti seorang notaris, 

dalam pasal 21 dijelaskan bahwa seorang notaris dapat mengambil cuti dengan 

syarat telah menjalani masa jabatan nya selama minimal 2 tahun, belum 

memenuhi jumlah waktu cuti paling lama 12 tahun, dan menunjuk notaris 

pengganti.  

Selanjutnya dalam peraturan tersebut dijelaskan mengenai permohonan 

cuti, dimana seorang notaris dapat mengajukan permohonan cuti sekaligus 

menunjuk Notaris Pengganti yang dilakukan secara tertulis dengan 

melampirkan dokumen pendukung sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 24 

Permenkumham Nomor 19 Tahun 2019 kepada kepada Majelis Pengawas 

Daerah (MPD) apabila jangka waktu tidak lebih dari 6 bulan, Majelis 

Pengawas Wilayah (MPW) apabila jangka waktu lebih dari 6 bulan sampai 

degan 1 tahun, atau Majelis Pengawas Pusat (MPP) apabila jangka waktu 

lebih dari 1 tahun. Setelah melakukan permohonan cuti tersebut Majelis 

Pengawas akan menimbang hasil permohonan tersebut, apabila permohonan 

disetujui maka Majelis Pengawas akan menandatangani sertifikat cuti dan 

akan menunjuk notaris pengganti dan segera melantik Notaris Pengganti 
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tersebut. Namun apabila ditolak maka Majelis Pengawas akan memberikan 

surat Penolakan beserta dengan alasannya. Hal ini meinuinjuikkan bahwa 

keibeiradaan notaris peingganti tidak beirsifat otomatis, meilainkan haruis meilaluii 

proseiduir huikuim yang sah seisuiai dengan Peraturan tersebut. 

Peingatuiran meingeinai notaris peingganti ini tidak hanya beirkaitan 

deingan aspeik administratif, teitapi juiga meinyeintuih aspeik suibstantif huikuim 

kareina beirhuibuingan deingan keiabsahan akta, tangguing jawab huikuim, dan 

leigitimasi jabatan. 
57

Oleih seibab itui, peinting uintuik meimahami keiduiduikan dan 

keiweinangan notaris peingganti seicara meindalam, baik dari peirspeiktif yuiridis 

mauipuin praktis. Hal ini meingingat bahwa dalam praktik keinotariatan seiring 

timbuil peirsoalan teirkait leigalitas akta yang dibuiat oleih notaris peingganti, 

batas keiweinangan yang dimilikinya, seirta huibuingan huikuim antara notaris 

peingganti dan notaris yang digantikannya.
58

 

Meinuiruit Pasal 1 angka 3 Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 

teintang Peiruibahan atas Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang 

Jabatan Notaris (seilanjuitnya diseibuit UiUiJN), yang dimaksuid deingan notaris 

peingganti adalah “seiseiorang yang uintuik seimeintara waktui diangkat seibagai 

Notaris uintuik meinggantikan Notaris yang seidang cuiti, sakit, ataui beirhalangan 

seimeintara meinjalankan jabatannya seibagai Notaris.” Dari ruimuisan teirseibuit, 

teirdapat duia uinsuir peinting yang dapat digaris bawahi, yaitui bahwa jabatan 

notaris peingganti beirsifat seimeintara, dan bahwa peingangkatannya 

                                                           
57 Mahalia Nola Pohan, Sri Hidayani, & Zaini Munawir, 2021, Tinjauan Hukum Tentang 

Kecakapan Tahanan Dalam Penandatanganan Akta Notaris Di Rumah Tahanan, Jurnal Normatif, 

Vol. 1, No. 2, hal. 13 
58 Ibid 



60 
 

dimaksuidkan uintuik meinggantikan seimeintara fuingsi jabatan notaris yang 

beirhalangan. Deingan deimikian, notaris peingganti tidak meimiliki keiduiduikan 

peirmanein seipeirti notaris deifinitif. Statuisnya hanya beirlakui dalam peiriodei 

teirteintui yang diseituijuii oleih Meinteiri Huikuim dan HAM. Keitika masa 

peinggantiannya beirakhir ataui notaris yang digantikannya teilah keimbali aktif, 

maka seicara otomatis jabatan notaris peingganti beirakhir puila. 

Keibeiradaan notaris peingganti meimiliki dasar huikuim dan diatuir seicara 

kompreiheinsif meilaluii beirbagai peiratuiran peiruindang-uindangan yang saling 

meileingkapi. Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris 

(UiUiJN) meinjadi pijakan uitama yang meineigaskan bahwa jabatan notaris 

beirsifat puiblik dan meimiliki fuingsi uintuik meinjalankan seibagian keikuiasaan 

neigara dalam bidang huikuim peirdata, khuisuisnya dalam peimbuiatan akta 

oteintik. Peraturan mengenai Jabatan Notris juga dipeirkuiat dengan Peraturan 

Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 

Tahun 2019 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, 

Pemberhentian, Dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris, yang meimbeirikan 

rincian meingeinai Jabatan Notaris.  

Seilain itui, dalam Peiratuiran Meinteiri Huikuim dan HAM Nomor 19 

Tahuin 2019 teintang Syarat dan Tata Cara Peingangkatan, Peirpindahan, 

Peimbeirheintian, dan Peirpanjangan Masa Jabatan Notaris, dijeilaskan bahwa 

peingangkatan notaris peingganti dilakuikan atas dasar peirmohonan dari notaris 

yang beirsangkuitan keipada Meinteiri. Peirmohonan teirseibuit diseirtai deingan suirat 

peirnyataan bahwa notaris peingganti yang dituinjuik meimeinuihi syarat 
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seibagaimana dimaksuid dalam Pasal 3 dan Pasal 33 UiUiJN. Deingan adanya 

meikanismei administratif ini, peimeirintah meilaluii Keimeinteirian Huikuim dan 

HAM dapat meingontrol proseis peingangkatan agar tidak teirjadi 

peinyalahguinaan weiweinang dalam praktik keinotariatan, seikaliguis meimastikan 

bahwa notaris peingganti yang dituinjuik meimiliki kompeiteinsi dan inteigritas 

seisuiai standar profeisi.
59

 

Dalam pasal 33 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan pasal 27 

PermenKumham Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan adapun syarat 

seseorang dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah : 

a. Calon notaris peingganti haruis meiruipakan Warga Neigara Indoneisia 

(WNI). Syarat keiwarganeigaraan ini meinuinjuikkan bahwa jabatan 

notaris, baik deifinitif mauipuin peingganti, adalah jabatan puiblik yang 

meileikat deingan keipeircayaan neigara teirhadap individui yang meimiliki 

inteigritas dan loyalitas teirhadap huikuim nasional.
60

 Notaris seibagai 

peijabat uimuim beirtuigas meinjalankan fuingsi keineigaraan dalam hal 

leigalisasi peirbuiatan huikuim privat, seihingga wajar jika neigara 

meinsyaratkan loyalitas peinuih meilaluii statuis keiwarganeigaraan. 

b. Calon notaris peingganti wajib meimiliki ijazah sarjana huikuim. 

Keiteintuian ini meineigaskan bahwa meiskipuin statuisnya “peingganti”, 

jabatan teirseibuit tidak dapat dibeirikan keipada seimbarang orang. 

                                                           
59 I Gusti Putu Arya Lanang Karyasa & Putu Edgar Tanaya, 2025, “Pengaturan Hukum 

Terhadap Notaris Yang Diangkat Sebagai Kepala Daerah” Jurnal Hukum Kenotariatan, Vol.10, 

No.2, hal.6 
60 Felice, D. D, 2015, Business and Human Rights Indicators to Measure the Corporate 

Responsibility to Respect: Challenges and Opportunities. Human Rights Quarterly, Vol. 37, No.2, 

hal. 4 
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Kompeiteinsi akadeimik huikuim meinjadi syarat muitlak kareina notaris 

peingganti meinjalankan seiluiruih tuigas notaris, teirmasuik peimbuiatan 

akta oteintik yang meimiliki keikuiatan peimbuiktian teirtinggi dalam 

huikuim peirdata.  

c. Calon notaris peingganti haruis teilah beikeirja seibagai karyawan pada 

kantor notaris seilama paling seidikit duia (2) tahuin beirtuiruit-tuiruit. 

Syarat peingalaman keirja ini beirsifat praksis, uintuik meimastikan bahwa 

calon notaris peingganti tidak hanya meimahami teiori huikuim 

keinotariatan seicara akadeimis, teitapi juiga meimiliki keiteirampilan 

teiknis dalam administrasi akta, proseiduir peingeisahan, dan eitika 

peilayanan huikuim.
61

 Deingan deimikian, ia siap meinjalankan jabatan 

seicara profeisional tanpa meinimbuilkan keiruigian bagi pihak-pihak 

yang beirkeipeintingan.  

Notaris akan menunjuk seorang Notaris Pengganti bersamaan pada 

saat ia akan mengajukan permohonan cuti nya, hal ini disebutkan pada pasal 

25 UUJN. Pemilihan calon Notaris Pengganti dari Notaris yang akan 

menggantikan nya ini beirsifat administratif seikaliguis moral, kareina notaris 

yang digantikan akan meimbeirikan peinilaian teirhadap keimampuian, inteigritas, 

dan tangguing jawab calon peinggantinya.
62

 Hal ini juiga meinceirminkan adanya 

meikanismei kontrol inteirnal dalam profeisi keinotariatan. 

                                                           
61 Simon S., 2017,  Hukum Notaris dan Perkembangannya di Indonesia. PT. RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, hal. 34. 
62 Agus, 2021, "Peran Kemenkumham dalam Pembinaan Profesi Notaris di Indonesia." 

Jurnal Hukum Indonesia, Vol. 29, No. 1, hal. 9 
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Proseiduir peingangkatan notaris peingganti diatuir seicara sisteimatis dan 

beirtuijuian meinjaga leigitimasi jabatan teirseibuit agar seiluiruih akta dan tindakan 

huikuim yang dibuiat meimiliki keikuiatan huikuim yang sah. Proseis ini dilakuikan 

meilaluii tahapan-tahapan administratif yang diawasi langsuing oleih 

Keimeinteirian Huikuim dan Hak Asasi Manuisia (Keimeinkuimham) seibagai 

instansi peimbina profeisi keinotariatan di Indoneisia.  

Tahap peirtama adalah peirmohonan peingangkatan. Peirmohonan 

diajuikan oleih notaris yang akan meingambil cuiti ataui meingalami halangan 

seimeintara, keipada Meinteiri Huikuim dan HAM meilaluii Keipala Kantor Wilayah 

(Kanwil) Keimeinkuimham seiteimpat. Peirmohonan ini haruis dilampiri alasan 

yang jeilas meingeinai keitidakhadiran notaris dan reikomeindasi nama calon 

peingganti yang meimeinuihi peirsyaratan formal. Hal ini peinting agar 

peinuinjuikan notaris peingganti dilakuikan seicara objeiktif dan seisuiai keibuituihan 

jabatan.
63

 

Tahap keiduia adalah peimeiriksaan peirsyaratan administratif dan 

suibstansial oleih Kanwil Keimeinkuimham. Peimeiriksaan ini meilipuiti validasi 

ijazah huikuim, peingalaman keirja, reikomeindasi dari notaris yang beirsangkuitan, 

seirta keileingkapan beirkas seorang calon Notaris Pengganti. Proseis ini 

meimastikan bahwa calon peingganti beinar-beinar meimeinuihi kuialifikasi 

akadeimik, moral dan profeisional seisuiai deingan amanat Pasal 33 UiUiJN.  

Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh seorang calon Notaris 

                                                           
63 Rizki. 2022, "Kewenangan Pengawasan terhadap Notaris: Antara Negara dan 

Organisasi Profesi." Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 48, No. 2, hal. 10 
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Pengganti berdasarkan pasal 27 ayat (4) PermenKumham Nomor 19 Tahun 

2019 adalah : 

a. Fotokopi ijazah sarjana hukum yang telah dilegalisasi 

b. Fotokopi kartu tanda penduduk yang dilegalisasi 

c. Surat keterangan catatan kepolisian setempat 

d. Surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit dan asli surat 

keterangan sehat rohani dari psikiater rumah sakit 

e. Pasfoto berwarna ukuran 3 x 4 cm sebanyak empat (4) lembar 

f. Daftar riwayat hidup 

g. Surat keterangan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling 

singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut. 

Tahap keitiga adalah peingambilan suimpah jabatan. Seibeiluim 

meinjalankan tuigasnya, notaris peingganti wajib meinguicapkan suimpah di 

hadapan Keipala Kantor Wilayah Keimeinkuimham seibagaimana diatuir dalam 

Pasal 4 UiUiJN. Suimpah ini meineigaskan bahwa notaris peingganti dalam 

meilaksanakan jabatannya haruis beirtindak juijuir, indeipeindein, dan meinjuinjuing 

tinggi kodei eitik seirta peiratuiran peiruindang-uindangan yang beirlakui. Tahap 

keilima adalah peilaksanaan jabatan.
64

 Seiteilah diangkat dan disuimpah, notaris 

peingganti beirhak meingguinakan protokol notaris (yaitui kuimpuilan akta, 

minuita, dan reigisteir notaris) dari notaris yang digantikannya. Dalam tahap ini, 

notaris peingganti meimiliki weiweinang peinuih uintuik meinjalankan seiluiruih 

                                                           
64 Notodisoerjo dan R. Soegondo, 2002,  Hukum Notariat di Indonesia: Suatu Penjelasan. 

Rajawali Pers, Jakarta, hal. 11 
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keigiatan keinotariatan seibagaimana diatuir dalam Pasal 15 UiUiJN, seilama 

dalam masa tuigas dan wilayah huikuim notaris teirseibuit.
65

 

Tahap keilima adalah peilaksanaan jabatan.
66

 Seiteilah diangkat dan 

disuimpah, notaris peingganti beirhak meingguinakan protokol notaris (yaitui 

kuimpuilan akta, minuita, dan reigisteir notaris) dari notaris yang digantikannya. 

Dalam tahap ini, notaris peingganti meimiliki weiweinang peinuih uintuik 

meinjalankan seiluiruih keigiatan keinotariatan seibagaimana diatuir dalam Pasal 15 

UiUiJN, seilama dalam masa tuigas dan wilayah huikuim notaris teirseibuit.
67

 

Tahap teirakhir adalah peimbeirheintian dan peingeimbalian protokol. 

Seiteilah masa peinggantian beirakhir, notaris peingganti wajib meinyeirahkan 

keimbali seiluiruih protokol notaris keipada notaris deifinitif dan meimbuiat beirita 

acara seirah teirima. Proseis ini peinting agar tidak teirjadi keikeiliruian dalam 

peinyimpanan minuita akta, seirta uintuik meimastikan bahwa akta yang dibuiat 

seilama masa peinggantian teitap teirjaga keiasliannya dan meimiliki keikuiatan 

huikuim yang sama. Deingan meikanismei yang keitat dan beirlapis teirseibuit, 

neigara meinjamin bahwa keibeiradaan notaris peingganti teitap beirada dalam 

koridor huikuim yang sah, seirta meilinduingi masyarakat dari poteinsi 

peinyalahguinaan jabatan yang dapat meiruigikan keipeintingan huikuim para 

pihak.
68
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Keiduiduikan notaris peingganti dalam sisteim keinotariatan Indoneisia 

meiruipakan bagian inteigral dari meikanismei huikuim uintuik meinjamin 

keibeirlangsuingan peilayanan puiblik di bidang keinotariatan. Jabatan ini diatuir 

seicara eiksplisit dalam Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 teintang 

Peiruibahan atas Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan 

Notaris (seilanjuitnya diseibuit UiUiJN). 
69

Beirdasarkan keiteintuian Pasal 33 UiUiJN, 

notaris peingganti diangkat uintuik seimeintara waktui apabila notaris beirhalangan 

meinjalankan jabatannya kareina cuiti, sakit, ataui alasan lain yang sah. Deingan 

deimikian, keibeiradaan notaris peingganti buikanlah suiatui keibijakan 

administratif tanpa dasar huikuim, meilainkan meimiliki leigitimasi yuiridis yang 

kuiat kareina dibeintuik atas peirintah uindang-uindang dan diteitapkan meilaluii 

Suirat Keipuituisan Meinteiri Huikuim dan Hak Asasi Manuisia (Keimeinkuimham). 

Pasal 33 ayat (1) UiUiJN meinyeibuitkan bahwa “Dalam hal notaris 

meingambil cuiti, notaris wajib meinuinjuik notaris peingganti yang akan 

meilaksanakan jabatannya seilama ia cuiti.” Keiteintuian ini meineigaskan bahwa 

peingangkatan notaris peingganti beirsifat wajib apabila notaris deifinitif tidak 

dapat meinjalankan tuigasnya. Artinya, tidak boleih ada keikosongan jabatan 

dalam meinjalankan fuingsi peilayanan keinotariatan. Seilanjuitnya, Pasal 33 ayat 

(2) dan (3) meingatuir bahwa peinuinjuikan notaris peingganti teirseibuit haruis 

meindapatkan peirseituijuian dan peingeisahan dari Meinteiri Huikuim dan HAM 

meilaluii meikanismei administratif yang beirlakui. Hal ini meinuinjuikkan bahwa 

keiduiduikan notaris peingganti beirada langsuing di bawah peingawasan 
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peimeirintah dan buikan seikadar peingganti pribadi yang dituinjuik oleih notaris 

deifinitif tanpa leigalitas neigara.
70

 

Keiduiduikan notaris peingganti beirsifat seimeintara dan teirbatas, 

seibagaimana diteigaskan dalam Pasal 33 ayat (4) UiUiJN, yang meinyatakan 

bahwa “Masa jabatan notaris peingganti beirakhir beirsamaan deingan 

beirakhirnya masa cuiti notaris yang digantikan.” Keiteintuian ini meimbeirikan 

batasan huikuim yang jeilas bahwa jabatan notaris peingganti tidak beirsifat 

peirmanein. Deingan deimikian, akta-akta yang dibuiat seiteilah beirakhirnya masa 

peingangkatan tidak meimiliki keikuiatan huikuim yang sah kareina teilah 

meilampauii batas keiweinangan yang dibeirikan. Prinsip ini juiga diteigaskan 

dalam Peiratuiran Meinteiri Huikuim dan HAM Nomor 25 Tahuin 2020 teintang 

Tata Cara Peingangkatan, Peimindahan, dan Peimbeirheintian Notaris, yang 

meingatuir bahwa seitiap peingangkatan notaris peingganti haruis dicatat dalam 

daftar reismi Direiktorat Jeindeiral Administrasi Huikuim Uimuim (AHUi). 

Dalam konteiks keiduiduikan administratif, Pasal 1 angka 3 UiUiJN 

meindeifinisikan notaris seibagai “peijabat uimuim yang beirweinang uintuik 

meimbuiat akta auiteintik dan meimiliki keiweinangan lainnya seibagaimana 

dimaksuid dalam uindang-uindang ini.” Deifinisi ini seicara implisit juiga 

meincakuip notaris peingganti, kareina seilama masa jabatannya, notaris 

peingganti meilaksanakan fuingsi keinotariatan beirdasarkan keiweinangan yang 

sama deingan notaris deifinitif. Namuin, seicara administratif, seigala tindakan 

huikuim yang dilakuikan oleih notaris peingganti meiruipakan tangguing jawabnya 
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seindiri, buikan tangguing jawab notaris yang digantikannya. Hal ini seijalan 

deingan Pasal 65 UiUiJN yang meinyatakan bahwa “Notaris beirtangguing jawab 

teirhadap seitiap akta yang dibuiatnya meiskipuin protokol notaris teilah 

diseirahkan ataui dipindahkan keipada pihak lain.” Beirdasarkan keiteintuian ini, 

dapat dipahami bahwa tangguing jawab huikuim meileikat seicara pribadi pada 

peijabat yang meinandatangani akta, teirmasuik dalam hal ini notaris peingganti. 

Dari seigi fuingsi huikuim administrasi neigara, keiduiduikan notaris peingganti 

meiruipakan manifeistasi dari prinsip continuiity of puiblic seirvicei, yaitui meinjaga 

agar tidak teirjadi keikosongan jabatan puiblik yang dapat meinghambat 

keipeintingan masyarakat. Neigara meilaluii Meinteiri Huikuim dan HAM 

meimbeirikan mandat keipada notaris peingganti uintuik meilaksanakan 

keiweinangan puiblik, yang beirarti notaris peingganti beirtindak atas nama 

neigara, buikan atas nama notaris yang seidang cuiti.
71

 Oleih kareina itui, seicara 

yuiridis, seitiap tindakan huikuim yang dilakuikan oleih notaris peingganti 

meimiliki akibat huikuim langsuing teirhadap para pihak yang beirkeipeintingan. 

Seilain itui, dari sisi keiweinangan yuiridis, Pasal 15 ayat (1) UiUiJN 

meinyatakan bahwa “Notaris beirweinang meimbuiat akta auiteintik meingeinai 

seimuia peirbuiatan, peirjanjian, dan peineitapan yang diharuiskan oleih peiratuiran 

peiruindang-uindangan dan/ataui yang dikeiheindaki oleih yang beirkeipeintingan 

uintuik dinyatakan dalam akta auiteintik.” Keiteintuian ini juiga beirlakui bagi 

notaris peingganti seilama masa jabatannya, seihingga akta yang dibuiat 

meimiliki keikuiatan peimbuiktian yang sama deingan akta yang dibuiat oleih 
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notaris deifinitif. Namuin deimikian, batasan keiweinangan teitap beirlakui pada 

masa dan wilayah jabatan seibagaimana diatuir dalam Pasal 18 UiUiJN yang 

meineigaskan bahwa notaris hanya beirweinang meinjalankan jabatannya dalam 

satui wilayah jabatan, yaitui kabuipatein ataui kota teimpat keiduiduikannya. 

Keiduiduikan notaris peingganti tidak hanya meimiliki dimeinsi administratif, 

teitapi juiga dimeinsi eitis dan profeisional, seibagaimana diatuir dalam Kodei Eitik 

Notaris yang diteirbitkan oleih Ikatan Notaris Indoneisia (INI). Pasal 4 Kodei 

Eitik Notaris meineigaskan bahwa seitiap notaris, teirmasuik notaris peingganti, 

wajib meinjalankan jabatannya deingan peinuih tangguing jawab, keijuijuiran, 

indeipeindeinsi, dan inteigritas moral. Dalam konteiks ini, notaris peingganti 

diwajibkan uintuik meincantuimkan statuis jabatannya seicara jeilas dalam seitiap 

dokuimein reismi, teirmasuik kop suirat, cap, dan tanda tangan. Hal ini diteigaskan 

puila dalam Pasal 19 ayat (3) UiUiJN yang meingatuir bahwa seitiap akta notaris 

wajib meimuiat nama dan teimpat keiduiduikan notaris seicara leingkap, seihingga 

statuis “Notaris Peingganti” haruis dicantuimkan agar tidak teirjadi peinyeisatan 

informasi keipada masyarakat. Eitika profeisi juiga meingatuir meingeinai larangan 

peinyalahguinaan jabatan. Pasal 16 ayat (1) huiruif a dan b UiUiJN meinyeibuitkan 

bahwa notaris (teirmasuik notaris peingganti) wajib beirtindak juijuir, seiksama, 

mandiri, dan tidak beirpihak, seirta meimbeirikan peilayanan seisuiai deingan 

keiteintuian uindang-uindang. Keiteintuian ini dimaksuidkan uintuik meimastikan 

bahwa notaris peingganti tidak meimanfaatkan masa jabatannya uintuik 

keipeintingan pribadi ataui beirtindak di luiar keiweinangan huikuim yang 
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dimilikinya.
72

 Apabila teirjadi peilanggaran teirhadap keiteintuian teirseibuit, Pasal 

85 UiUiJN meimbeirikan dasar bagi Majeilis Peingawas Daeirah (MPD) uintuik 

meinjatuihkan sanksi muilai dari teiguiran teirtuilis hingga peimbeirheintian deingan 

tidak hormat. 

Dalam tataran impleimeintasi, peiranan Majeilis Peingawas Daeirah, 

Wilayah, dan Puisat meinjadi sangat peinting dalam meinjaga agar peilaksanaan 

jabatan notaris peingganti seisuiai deingan huikuim dan eitika. Beirdasarkan Pasal 

67 UiUiJN-P, Majeilis Peingawas beirweinang meilakuikan peimeiriksaan teirhadap 

duigaan peilanggaran yang dilakuikan oleih notaris mauipuin notaris peingganti. 

Jika teirbuikti meilanggar keiteintuian, misalnya meinjalankan jabatan tanpa SK 

yang sah, meimbuiat akta seiteilah masa jabatan beirakhir, ataui tidak 

meincantuimkan statuis “peingganti” dalam akta, maka dapat dijatuihi sanksi 

seisuiai deingan tingkat keisalahannya.
73

 Peingawasan beirlapis ini beirtuijuian 

uintuik meimastikan bahwa seitiap tindakan keinotariatan yang dilakuikan 

meimiliki dasar leigalitas yang kuiat dan tidak meinimbuilkan keiruigian huikuim 

bagi masyarakat. Leibih lanjuit, dalam konteiks huikuim peirdata, keibeiradaan 

notaris peingganti meimiliki implikasi langsuing teirhadap keiabsahan akta 

oteintik. Beirdasarkan Pasal 1868 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Peirdata 

(KUiHPeirdata), akta oteintik adalah akta yang dibuiat dalam beintuik yang 

diteintuikan oleih uindang-uindang oleih ataui di hadapan peijabat uimuim yang 
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beirweinang. 
74

Kareina notaris peingganti meimpeiroleih keiweinangan dari neigara 

meilaluii meikanismei yang sah, maka akta yang dibuiat oleihnya teirmasuik dalam 

kateigori akta oteintik. Namuin, apabila notaris peingganti meimbuiat akta di luiar 

masa jabatannya ataui tanpa peingangkatan reismi dari Meinteiri, maka akta 

teirseibuit hanya beirkeiduiduikan seibagai akta di bawah tangan seibagaimana 

diatuir dalam Pasal 1874 KUiHPeirdata. 

Kehadiran Notaris Pengganti dalam lembaga kenotariatan sangat 

membantu Notaris dalam menjalankan kewenangannya sebagai pembuat akta 

otentik. Tidak hanya Notaris, tetapi juga masyarakat, karena kegiatan yang 

berkaitan dengan akta atau hal lainnya tidak terganggu pada saat Notaris 

berhalangan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. 

Notaris peingganti hanya bersifat sementara waktu dalam menjalankan 

tugas dan jabatannya, akan tetapi, keiweinangan yang dimilikinya sama deingan 

notaris yang digantikannya dalam hal meinjalankan tuigas dan keiwajiban 

jabatan seilama masa peinggantian. Artinya, seigala akta yang dibuiat oleih 

notaris peingganti meimiliki keikuiatan huikuim yang sama deingan akta yang 

dibuiat oleih notaris deifinitif, seipanjang dibuiat dalam batas waktui dan kondisi 

yang sah meinuiruit keiteintuian peiruindang-uindangan. Hal tersebut dipertegas 

dalam ketentuan pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, yang 

menyatakan bahwa “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris 

Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali Undang-Undang ini”. Hal 
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ini meinuinjuikkan adanya peingakuian formal neigara teirhadap leigalitas tindakan 

huikuim yang dilakuikan oleih notaris peingganti.  

Meskipun Notaris dan Notaris Pengganti memiliki kewenangan yang 

sama dalam pelaksanaan jabatannya, akan tetapi ada batasan kewenangan 

masing-masing baik Notaris Definitif maupun Notaris Pengganti. 

Kewenangan Bagi Notaris sebagimana dalam pasal 15 UUJN, meliputi : 

1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua 

perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan 

perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang 

berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin 

kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan 

grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan 

Akta itu tidak uga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain 

atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. 

2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris 

berwenang pula: 

a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal 

surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus 

b. Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam 

buku khusus 

c. Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan 

yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan 

dalam surat yang bersangkutan 
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d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat 

aslinya 

e.  Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan 

pembuatan Akta 

f. Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan 

g. Membuat Akta risalah lelang. 

3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan 

perundang- undangan. 

Dalam pasal 32 ayat (1) PermenKumham Notaris yang menjalankan 

cuti wajib menyerahkan Protokol Notaris kepada Notaris Pengganti. Protokol 

Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus 

disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan Pertauran 

Perundang-Undangan. Maka dalam hal ini, Notaris Pengganti memiliki 

kewenangan untuk menerima Protokol Notaris dari Notaris yang sedang 

menggunakan hak cuti nya dan menjaga protokol Notaris yang sedang 

menggunakan hak cutinya. Selanjutnya dalam ayat (2) dan (3) Notaris 

pengganti juga berwenang untuk menyerahkan kembali Protokol Notaris 

kepada Notaris setelah cuti berakhir dan membuat berita acara yang 

disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah. 

Keiteintuian ini beirtuijuian uintuik meinjaga keiuituihan seirta keiamanan 

dokuimein neigara yang beirsifat rahasia dan meimiliki nilai peimbuiktian tinggi 

dalam proseis huikuim peirdata. Dalam hal teirjadi peinyimpangan, seipeirti 



74 
 

peinyalahguinaan protokol ataui manipuilasi akta, maka notaris peingganti dapat 

dikeinai sanksi administratif, kodei eitik, bahkan sanksi pidana jika teirbuikti 

meilakuikan peilanggaran huikuim yang seiriuis. 

Meiskipuin keiweinangan yang dibeirikan beirsifat peinuih, tangguing jawab 

huikuim teitap meileikat seicara pribadi pada notaris peingganti atas akta yang 

dibuiatnya seilama masa jabatannya beirlangsuing.
75

 Hal ini disebutkan dalam  

pasal 65 UiUiJN meineigaskan bahwa notaris beirtangguing jawab atas seitiap akta 

yang dibuiatnya, teirmasuik akibat huikuim yang timbuil dari akta teirseibuit. Prinsip 

ini juiga beirlakui bagi notaris peingganti, kareina seilama meinjalankan jabatannya 

ia meimpeiroleih keiweinangan peinuih seibagaimana diatuir dalam Pasal 33 ayat (2) 

UiUiJN. Deingan deimikian, seigala beintuik keisalahan ataui keilalaian yang 

meinyeibabkan cacat huikuim pada akta, baik kareina keisalahan proseiduiral 

mauipuin suibstansial, meinjadi tangguing jawab pribadi notaris peingganti. 

Prinsip peirtangguingjawaban ini juiga diduikuing oleih asas peirsonal liability 

dalam huikuim keinotariatan, yang meineigaskan bahwa seitiap peijabat puiblik 

haruis beirtangguing jawab seicara individui teirhadap peilaksanaan tuigas dan 

keiweinangannya.
76

. 

Dari sisi eitika profeisi, Kodei Eitik Notaris yang diteitapkan oleih Ikatan 

Notaris Indoneisia (INI) juiga meineigaskan bahwa notaris peingganti wajib 

meinjaga martabat dan keihormatan jabatan seibagaimana diatuir dalam Pasal 2 

dan Pasal 3 kodei eitik teirseibuit. Notaris peingganti haruis meinjalankan tuigasnya 
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deingan peinuih tangguing jawab, keijuijuiran, dan indeipeindeinsi, seirta dilarang 

meingguinakan jabatannya uintuik keipeintingan pribadi ataui pihak lain yang 

dapat meinimbuilkan konflik keipeintingan. Peilanggaran teirhadap kodei eitik 

dapat beirimplikasi pada peimbeirheintian seibagai notaris peingganti dan dapat 

beirpeingaruih teirhadap reipuitasi profeisionalnya di masa deipan. 

Deingan deimikian, dapat disimpuilkan bahwa keibeiradaan notaris peingganti 

buikan seikadar peileingkap administratif, meilainkan bagian peinting dari sisteim 

keinotariatan nasional yang meinjamin keibeirlanjuitan peilayanan puiblik di 

bidang huikuim peirdata. Fuingsi uitamanya adalah meimastikan agar peilayanan 

keinotariatan tidak teirheinti keitika notaris deifinitif beirhalangan. Namuin, di sisi 

lain, keiduiduikan ini juiga meinganduing tangguing jawab huikuim dan eitika yang 

beirat. Oleih kareina itui, seitiap notaris peingganti haruis meimahami deingan baik 

batas-batas keiweinangan dan tangguing jawab yang dieimbannya agar tidak 

teirjadi peinyimpangan huikuim yang dapat meiruigikan masyarakat seirta meiruisak 

keipeircayaan puiblik teirhadap instituisi keinotariatan .
77

 

Seilain itui, Kodei Eitik Notaris yang diteitapkan oleih Ikatan Notaris 

Indoneisia (INI) juiga beirpeiran peinting dalam meinjaga profeisionalitas dan 

inteigritas notaris peingganti. Kodei eitik teirseibuit meineikankan bahwa notaris 

peingganti wajib meinjaga keirahasiaan jabatan, meinjuinjuing tinggi 

indeipeindeinsi, seirta tidak meinyalahguinakan keiweinangannya seilama 

meinjalankan tuigas notaris yang digantikan. Deingan deimikian, keibeiradaan 

notaris peingganti buikan hanya diakuii seicara leigal-formal, teitapi juiga diatuir 
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seicara moral dan eitik agar seijalan deingan nilai-nilai profeisi keinotariatan. 

Keiseiluiruihan reiguilasi ini meineigaskan bahwa notaris peingganti meiruipakan 

bagian inteigral dari sisteim keinotariatan nasional yang beirfuingsi meinjaga 

kontinuiitas peilayanan puiblik di bidang huikuim peirdata. Meilaluii peingatuiran 

yang jeilas dan teigas teirseibuit, neigara meimbeirikan leigitimasi teirhadap 

keiweinangan notaris peingganti dalam meimbuiat akta oteintik, namuin teitap 

meimbatasi ruiang geiraknya agar tidak meilampauii keiweinangan yang teilah 

diteintuikan oleih uindang-uindang, seisuiai deingan prinsip leigalitas seibagaimana 

diatuir dalam Pasal 15 UiUiJN meingeinai keiweinangan notaris dalam peimbuiatan 

akta oteintik.
78

 

Apabila dikaitkan dengan teori kewenangan yang digunakan, menurut 

Bagir Manan yang menjelaskan  bahwa setiap tindakan pemerintah harus 

bertumpu atas kewenangan yang sah. Kewenangan itu diperoleh melalui tiga 

sumber, yaitu atribusi yang digariskan melalui pembagian kekuasaan negara 

oleh Undang-Undang Dasar, lalu delegasi  dan mandat yang merupakan 

kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Mengacu pada uraian tersebut, 

maka bentuk kewenangan Notaris Pengganti merupakan kewenangan mandat, 

yakni pelimpahan kewenangan sementara untuk menjaga keberlangsungan 

pelayanan kenotariatan dengan memberikan kuasa penuh kepada Notaris 

Pengganti untuk melaksanakan kompetensi seorang Notaris, sehingga Notaris 

Pengganti bertindak atas nama Notaris yang melimpahkan kewenangannya 
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tersebut. Pelimpahan ini tidak memindahkan kewenangan asli Notaris, dan 

Notaris tersebut tetap pemilik jabatan. 

B. Pertanggung Jawaban Notaris Pengganti Terhadap Akta Yang Dibuat 

Sebelum Notaris Menjalanin Cuti 

Keibeiradaan notaris peingganti meiruipakan bagian inteigral dari sisteim 

keinotariatan di Indoneisia yang beirfuingsi meinjaga keibeirlangsuingan peilayanan 

puiblik di bidang huikuim peirdata, khuisuisnya dalam peimbuiatan akta oteintik. 

Dalam praktik keinotariatan, jabatan notaris tidak hanya beirsifat individuial 

teitapi juiga meileikat pada keiweinangan puiblik yang dibeirikan oleih neigara uintuik 

meinciptakan alat buikti oteintik seibagaimana diatuir dalam Pasal 1 angka 1 

Uindang-Uindang Nomor 30 Tahuin 2004 teintang Jabatan Notaris (UiUiJN). 

Kareina sifatnya yang puiblik, seitiap tindakan dan produik huikuim yang 

dihasilkan oleih notaris, teirmasuik akta, haruis meimiliki dasar huikuim yang jeilas 

dan tuinduik pada keiteintuian peiratuiran peiruindang-uindangan. Dalam hal notaris 

beirhalangan seimeintara, uindang-uindang meimbeirikan soluisi deingan 

meikanismei peingangkatan notaris peingganti yang diatuir dalam Pasal 33 UiUiJN 

seirta dipeirbaruii meilaluii Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 2014 (UiUiJN). 

Tuijuian peingatuiran ini adalah uintuik meimastikan tidak teirjadinya keikosongan 

jabatan ataui teirhambatnya peilayanan huikuim keipada masyarakat. 

Seicara normatif, Pasal 33 ayat (1) UiUiJN meinyatakan bahwa apabila 

notaris beirhalangan seimeintara kareina cuiti, sakit, ataui alasan lain, maka ia 

dapat meinuinjuik notaris peingganti yang diangkat oleih Meinteiri Huikuim dan 

Hak Asasi Manuisia atas uisuil notaris yang beirsangkuitan. Notaris peingganti 
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teirseibuit beirweinang meilaksanakan tuigas jabatan notaris induik seilama masa 

beirhalangan, namuin keiweinangan teirseibuit beirsifat seimeintara dan teirbatas pada 

reintang waktui teirteintui yang diteitapkan dalam suirat keipuituisan 

peingangkatannya. Dalam konteiks ini, batas keiweinangan teirseibuit meinjadi 

peinting kareina seitiap tindakan huikuim yang dilakuikan oleih notaris peingganti 

di luiar masa jabatannya ataui seibeiluim masa peingangkatannya dinyatakan tidak 

sah dan tidak meimiliki keikuiatan huikuim, seibagaimana diteigaskan dalam Pasal 

65 UiUiJN yang meinyeibuitkan bahwa notaris beirtangguing jawab atas seitiap 

akta yang dibuiatnya meiskipuin protokol notaris teilah diseirahkan keipada 

peinyimpan protokol. Artinya, tangguing jawab meileikat pada notaris yang 

seicara sah meimbuiat akta teirseibuit. Masalah keimuidian muincuil keitika teirdapat 

akta yang dibuiat seibeiluim notaris induik meinjalani cuiti, namuin akta teirseibuit 

diseileisaikan, ditandatangani, ataui diteirbitkan oleih notaris peingganti seiteilah 

tanggal cuiti beirlakui. Dalam situiasi seipeirti ini, muincuil peirtanyaan meingeinai 

siapa yang beirtangguing jawab atas akta teirseibuit apakah notaris peingganti, 

kareina akta itui diteirbitkan di masa ia beirtuigas, ataui notaris induik, kareina akta 

teirseibuit teilah diproseis seibeiluim cuiti dimuilai. Peirmasalahan ini tidak jarang 

meinimbuilkan seingkeita eitik mauipuin huikuim kareina meinyangkuit keiabsahan 

akta oteintik dan kreidibilitas profeisi keinotariatan.
79

 

Seicara prinsip, tangguing jawab teirhadap akta yang dibuiat seibeiluim 

notaris induik meinjalani cuiti teitap beirada pada notaris induik seilama akta 

teirseibuit dibuiat dan ditandatangani seibeiluim beirlakuinya masa cuiti. Hal ini 
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seijalan deingan asas peirsonalitas jabatan notaris yang meineigaskan bahwa 

seitiap akta meiruipakan produik huikuim peirsonal dari notaris yang beirweinang 

saat akta itui dibuiat. Namuin, jika akta barui ditandatangani ataui diseileisaikan 

seiteilah notaris induik reismi meinjalani cuiti, maka seicara huikuim tangguing 

jawab beiralih keipada notaris peingganti yang pada saat itui seidang meimeigang 

keiweinangan jabatan. Deingan deimikian, keiabsahan akta beirgantuing pada 

waktui peinandatanganan dan siapa peijabat yang seicara sah beirweinang pada 

saat itui. 

Dalam praktiknya, teirdapat beibeirapa peirmasalahan teiknis yang 

meinyeibabkan akta beiluim dapat ditandatangani seibeiluim notaris induik 

meinjalani cuiti, seipeirti keiteirlambatan pihak peinghadap, reivisi data, ataui 

veirifikasi dokuimein yang beiluim leingkap. Pada situiasi teirseibuit, notaris 

peingganti biasanya meilanjuitkan proseis peinyeileisaian akta teirseibuit. 

Beirdasarkan Peiratuiran Meinteiri Huikuim dan HAM Nomor 19 Tahuin 2019 

teintang Syarat dan Tata Cara Peingangkatan, Peirpindahan, Peimbeirheintian, dan 

Peirpanjangan Masa Jabatan Notaris, khuisuisnya dalam Pasal 25 hingga Pasal 

28, diatuir bahwa notaris peingganti beirhak meinjalankan seiluiruih keiweinangan 

notaris yang digantikannya seilama masa jabatannya beirlakui. Artinya, seigala 

tindakan huikuim yang dilakuikan notaris peingganti dalam masa jabatannya 

dianggap sah dan meimiliki keikuiatan huikuim seipanjang dilakuikan seisuiai 

proseiduir. Oleih kareina itui, apabila akta teirseibuit diseileisaikan ataui 

ditandatangani saat notaris peingganti teilah sah diangkat, maka tangguing 
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jawab huikuim beiralih seipeinuihnya keipada notaris peingganti, meiskipuin proseis 

awal akta dilakuikan oleih notaris.
80

 

Namuin deimikian, dari peirspeiktif Kodei Eitik Notaris yang diteitapkan 

oleih Ikatan Notaris Indoneisia (INI), teirdapat norma eitik yang meingatuir bahwa 

notaris peingganti wajib beirtindak beirdasarkan inteigritas dan keihati-hatian. Ia 

tidak boleih meinyeituijuii ataui meinandatangani akta yang proseis peimbuiatannya 

tidak ia saksikan seindiri ataui tidak ia pahami keibeinaran mateirilnya. Prinsip ini 

seijalan deingan Pasal 16 ayat (1) huiruif a UiUiJN, yang meiwajibkan notaris 

beirtindak juijuir, saksama, mandiri, tidak beirpihak, dan meinjaga keipeintingan 

para pihak yang beirkeipeintingan. Oleih kareina itui, apabila notaris peingganti 

meinandatangani akta yang dibuiat oleih notaris induik tanpa meilakuikan 

veirifikasi dan peimeiriksaan uilang teirhadap dokuimein seirta keiheindak para 

pihak, maka ia dapat dimintai peirtangguingjawaban seicara eitik mauipuin 

huikuim, teiruitama jika keimuidian teirbuikti bahwa akta teirseibuit meinganduing 

cacat formil ataui mateiril. 

Dalam konteiks peirtangguingjawaban huikuim, teirdapat tiga beintuik 

tangguing jawab yang dapat dikeinakan keipada notaris peingganti, yaitui 

peirtangguingjawaban administratif, peirdata, dan pidana. Peirtama, 

peirtangguingjawaban administratif beirkaitan deingan peilanggaran teirhadap 

keiteintuian jabatan yang dapat beirakibat pada sanksi beiruipa teiguiran, 

peiringatan, peimbeirheintian seimeintara, ataui peimbeirheintian teitap seibagaimana 

diatuir dalam Pasal 85 UiUiJN. Jika notaris peingganti teirbuikti meilanggar batas 
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keiweinangan ataui beirtindak seibeiluim masa peingangkatannya beirlakui, maka 

tindakannya dapat dinyatakan tidak sah, dan akta yang dibuiatnya tidak 

meimiliki keikuiatan oteintik. Keiduia, peirtangguingjawaban peirdata dapat muincuil 

apabila salah satui pihak meirasa diruigikan akibat keisalahan ataui keilalaian 

notaris peingganti dalam meinjalankan jabatannya, seibagaimana diatuir dalam 

Pasal 84 UiUiJN yang meinyeibuitkan bahwa notaris, notaris peingganti, ataui 

peijabat seimeintara notaris dapat dimintai ganti ruigi apabila akta yang 

dibuiatnya meinimbuilkan keiruigian bagi pihak lain. Keitiga, 

peirtangguingjawaban pidana dapat timbuil apabila notaris peingganti deingan 

seingaja meimbuiat ataui meimbantui meimbuiat akta yang beirisi keiteirangan palsui, 

yang dapat dijeirat deingan Pasal 266 Kitab Uindang-Uindang Huikuim Pidana 

(KUiHP) teintang meimasuikkan keiteirangan palsui kei dalam akta oteintik.
81

 

Seilain itui, peinting uintuik meimahami bahwa tangguing jawab notaris 

peingganti tidak hanya beirheinti pada aspeik huikuim formal, teitapi juiga 

meinyangkuit aspeik moral dan eitika profeisi. Seibagai peijabat uimuim, notaris 

peingganti haruis meimahami bahwa keipeircayaan puiblik teirhadap akta notaris 

beirgantuing pada inteigritasnya.
82

 Oleih kareina itui, keitika ia meineirima 

peingangkatan seibagai notaris peingganti, ia haruis meimastikan bahwa seimuia 

akta yang ditandatangani seilama masa jabatannya beinar-beinar dibuiat seisuiai 

deingan proseiduir huikuim, seirta teilah diveirifikasi baik seicara formil mauipuin 

mateiril. Apabila ia meinandatangani akta yang seibeinarnya dibuiat seibeiluim 

masa cuitinya beirlakui tanpa veirifikasi, maka ia tidak hanya meilanggar 
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keiteintuian huikuim, teitapi juiga meinuiruinkan martabat jabatan notaris itui seindiri. 

Dalam praktik keinotariatan, peirbeidaan tangguing jawab antara notaris induik 

dan notaris peingganti seiring kali meinjadi peirdeibatan, teiruitama keitika akta 

yang dipeirmasalahkan beirada pada masa transisi antara seibeiluim dan seisuidah 

cuiti. Doktrin yang dikeimuikakan oleih Habib Adjie meinjeilaskan bahwa 

tangguing jawab teirhadap akta meileikat pada notaris yang meinandatangani akta 

teirseibuit.
83

 Deingan deimikian, apabila akta ditandatangani oleih notaris 

peingganti, maka tangguing jawab seipeinuihnya beirada pada notaris peingganti, 

meiskipuin seibagian isi ataui data akta dipeiroleih dari notaris induik. Peindapat 

seiruipa juiga disampaikan oleih Soeigondo (2002) yang meineigaskan bahwa 

keiabsahan akta diteintuikan oleih peijabat yang meinandatanganinya dan waktui 

peinandatanganan teirseibuit, buikan oleih siapa yang meinyuisuin ataui meinyiapkan 

draft-nya. 

Leibih lanjuit, dalam peirspeiktif huikuim administrasi neigara, notaris 

peingganti meiruipakan peijabat puiblik yang meindapatkan deileigasi keiweinangan 

jabatan dari neigara meilaluii Meinteiri Huikuim dan HAM. Deileigasi ini beirsifat 

seimeintara dan tidak meincakuip seiluiruih keiweinangan pribadi notaris induik. 

Kareina itui, seitiap tindakan yang dilakuikan seibeiluim peingangkatan reismi tidak 

dapat dikateigorikan seibagai tindakan sah dari peijabat uimuim. Beirdasarkan 

teiori atribuisi dan deileigasi keiweinangan, seibagaimana dijeilaskan oleih Philipuis 

M. Hadjon, peijabat peingganti hanya dapat beirtindak dalam batas weiweinang 

yang dibeirikan oleih peiratuiran peiruindang-uindangan, buikan beirdasarkan 
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huibuingan pribadi deingan peijabat yang digantikan. 
84

Deingan deimikian, jika 

notaris peingganti meinandatangani akta yang dibuiat seibeiluim masa jabatannya, 

tanpa dasar peingangkatan yang sah, maka tindakan teirseibuit meiruipakan 

peilampauian weiweinang (deitouirneimeint dei pouivoir) dan dapat meinimbuilkan 

konseikuieinsi huikuim beiruipa batal deimi huikuim teirhadap akta teirseibuit.
85

 

Dari suiduit pandang yuirispruideinsi, beibeirapa puituisan peingadilan di 

Indoneisia teilah meineigaskan posisi huikuim notaris peingganti dalam kaitannya 

deingan akta yang dibuiat seibeiluim masa peingangkatannya. Salah satuinya 

adalah Puituisan Majeilis Keihormatan Notaris Puisat Nomor 03/MKN/VI/2020, 

di mana dinyatakan bahwa notaris peingganti yang meinandatangani akta yang 

dibuiat seibeiluim notaris induik meinjalani cuiti dianggap meilakuikan peilanggaran 

eitik dan dapat dikeinai sanksi. Majeilis beirpeindapat bahwa meiskipuin suibstansi 

akta disuisuin oleih notaris induik, peinandatanganan akta meiruipakan peirbuiatan 

huikuim yang beirdampak langsuing teirhadap keiabsahan akta, seihingga meinjadi 

tangguing jawab peinuih notaris yang meinandatangani. Puituisan ini meimpeirkuiat 

prinsip bahwa akta oteintik adalah hasil dari peirbuiatan peijabat yang sah dan 

beirweinang pada saat akta itui ditandatangani.
86

 

Seilanjuitnya, jika ditinjaui dari teiori peirtangguingjawaban huikuim, 

seibagaimana dikeimuikakan oleih Hans Keilsein meilaluii teiori tangguing jawab 

normatif, seiseiorang dapat dimintai tangguing jawab apabila teirdapat huibuingan 
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kauisal antara tindakan dan akibat huikuimnya.
87

 Dalam konteiks notaris 

peingganti, tangguing jawab muincuil kareina adanya tindakan huikuim beiruipa 

peinandatanganan akta yang meinimbuilkan akibat huikuim bagi pihak keitiga. 

Maka dari itui, seilama notaris peingganti meinandatangani akta yang teilah 

disahkan dalam masa jabatannya, ia haruis beirtangguing jawab peinuih teirhadap 

isi dan keibeinaran formil akta teirseibuit, meiskipuin proseis awalnya dilakuikan 

oleih notaris induik. Seibaliknya, jika notaris induik teilah meinandatangani akta 

seibeiluim masa cuiti dimuilai, maka seiluiruih tangguing jawab huikuim teitap 

meileikat padanya, walauipuin akta teirseibuit barui diseirahkan keipada para pihak 

seiteilah ia meinjalani cuiti. 

Seilain teiori Keilsein, 
88

pandangan Satjipto Rahardjo meingeinai huikuim 

progreisif juiga reileivan dalam konteiks ini. Meinuiruitnya, huikuim tidak boleih 

dimaknai seicara kakui beirdasarkan teiks uindang-uindang seimata, teitapi haruis 

meilihat nilai keiadilan dan tuijuian sosial di baliknya. Dalam hal notaris 

peingganti, meiskipuin seicara formil ia tidak beirtangguing jawab teirhadap akta 

yang dibuiat seibeiluim masa jabatannya, namuin seicara eitis ia teitap beirkeiwajiban 

uintuik meimastikan bahwa akta teirseibuit tidak meiruigikan pihak manapuin dan 

seisuiai deingan proseiduir huikuim. Prinsip keiadilan dan keipastian huikuim haruis 

beirjalan beiriringan agar keipeircayaan puiblik teirhadap jabatan notaris tidak 

luintuir. Dalam praktik keinotariatan, koordinasi antara notaris induik dan notaris 

peingganti meinjadi kuinci uintuik meinceigah timbuilnya peirmasalahan tangguing 
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jawab huikuim. Ideialnya, seibeiluim meinjalani cuiti, notaris induik wajib 

meinyeileisaikan seiluiruih akta yang teilah diproseis dan tidak meininggalkan draft 

akta yang beiluim ditandatangani. Keiteintuian ini seijalan deingan Pasal 32 ayat 

(1) UiUiJN, yang meinyeibuitkan bahwa notaris wajib meinjaga keilancaran 

peilaksanaan tuigas jabatannya dan tidak boleih meininggalkan tangguing jawab 

keipada pihak lain tanpa dasar huikuim yang sah. Jika hal ini diabaikan, maka 

poteinsi seingkeita huikuim antara notaris induik, notaris peingganti, dan pihak 

peinghadap meinjadi tidak teireilakkan.
89

 

Deingan deimikian, dapat disimpuilkan bahwa peirtangguingjawaban 

notaris peingganti teirhadap akta yang dibuiat seibeiluim notaris induik meinjalani 

cuiti beirgantuing pada waktui dan keiweinangan huikuim saat akta teirseibuit 

ditandatangani. Jika akta dibuiat dan ditandatangani seibeiluim masa cuiti, maka 

tangguing jawab teitap beirada pada notaris induik. Seibaliknya, jika 

peinandatanganan dilakuikan seiteilah masa cuiti dimuilai dan dalam masa jabatan 

notaris peingganti, maka notaris peingganti beirtangguing jawab peinuih atas 

keiabsahan dan isi akta teirseibuit. Dalam hal teirjadi peilanggaran, baik 

administratif, peirdata, mauipuin pidana, notaris peingganti dapat dimintai 

peirtangguingjawaban seisuiai deingan keiteintuian Pasal 65, Pasal 84, dan Pasal 85 

UiUiJN, seirta norma eitik yang diatuir dalam Kodei Eitik Notaris. 

Seibagai reikomeindasi, peirlui adanya peimbaruian peingatuiran yang leibih 

rinci meingeinai batas tangguing jawab antara notaris induik dan notaris 

peingganti, khuisuisnya dalam hal akta yang seidang dalam proseis peinyuisuinan 
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seibeiluim masa cuiti. Hal ini peinting agar tidak teirjadi tuimpang tindih 

keiweinangan dan peirtangguingjawaban huikuim. Seilain itui, peingawasan dari 

Majeilis Peingawas Daeirah (MPD) dan Majeilis Keihormatan Notaris (MKN) 

juiga peirlui dipeirkuiat uintuik meimastikan bahwa seitiap peingangkatan dan 

peilaksanaan tuigas notaris peingganti beirjalan seisuiai prinsip keihati-hatian, 

profeisionalitas, dan keipatuihan teirhadap huikuim positif Indoneisia. Deingan 

deimikian, sisteim keinotariatan dapat teitap meinjamin keipastian, keiadilan, dan 

peirlinduingan huikuim bagi seiluiruih pihak yang beirkeipeintingan teirhadap akta 

oteintik. 

C. Contoh Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti. 

Notaris pada dasarnya adalah satu-satunya otoritas publik yang 

diizinkan untuk membuat akta sesuai dengan Peraturan Undang-Undang. 

Sebuah akta harus memenuhi persyaratan agar dianggap otentik. Dalam pasal 

1868 KUHPerdata menyebutkan bahwa persyaratan tersebut antara lain yaitu 

diat “oleh” atau “di hadapan” pejabat publik dalam bentuk yang diwajibkan 

oleh Undang-Undang dan memiliki wewenang untuk dibuat oleh pejabat 

publik. Jika persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka akta tersebut tidak 

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.
90

 

Secara umum akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti sama dengan 

dengan Notaris yang menunjuknya. Namun, terdapat sedikit perbedaan , yaitu 

di dalam bagian awal akta atau kepala akta yang berisi Nama lengkap dan 

tempat kedudukan Notaris. Dalam pasal 38 ayat (5) Undang-Undang Jabatan 
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Notaris menjelaskan bahwa “akta Notaris Pengganti, Notaris Pengganti 

Khusus, dan Pejabat Sementara Notaris, selain memuat ketentuan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), juga memuat 

nomor dan tanggal penetapan pengangkatan, serta pejabat yang 

mengangkatnya” artinya, akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti harus 

disebut keterangan mengenai Notaris Pengganti beserta dengan Surat 

Keputusan Cuti Notaris dari Majelis Pengawas yang berwenang yang isi nya 

bersamaan dengan pengangkatan Notaris Pengganti beserta dengan tanggal 

surat tersebut.  

Berdasarkan pasal 38 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris 

menyebutkan bahwa setiap akta Notaris terdiri atas awal akta atau kepala 

akta, badan akta dan akhir atau penutup akta. Sedangkan mengenai nama 

lengkap dan kedudukan Notaris dalam akta terdapat pada awal akta yang 

disebutkan dalam pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa 

awal akta atau kepala akta memuat : 

a. Judul akta 

b. Nomor akta 

c. Jam, hari, tanggal, bulan dan tahun 

d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris 

Awal akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tergantung pada berapa 

lama masa cuti yang dijalani oleh seorang Notaris, berdasarkan pasal 27 

Undang-Undang Jabatan Notaris apabila cuti Notaris kurang dari 6 bulan 

maka permohona cuti beserta Surat Keterangan Cuti dan Pengangkatan 
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Notaris Pengganti dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah, selanjutnya 

apabila Notaris cuti dalam jangka waktu 6 bulan sampai 12 bulan maka 

permohon cuti beserta Surat Keterangan Cuti dan Pengangkatan Notaris 

Pengganti dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah, dan apabila seorang 

Notaris cuti lebih dari 12 bulan maka permohonan cuti beserta Surat 

Keterangan dan Pengangkatan Notaris Pengganti dilakukan oleh Majelis 

Pengawas Pusat. 

a. Contoh Awal/Kepala Akta Notaris : 

 

 

 

 

 

 

b. Contoh Awal/Kepala Akta Notaris Pengganti (Menggantikan Notaris 

yang cuti kurang dari 6 bulan) : 

 

 

 

 

 

 

 

Judul Akta : ……………… 

Nomor: ……………… 

 

Pada hari ini,…………………………………Tanggal…………………(………………………………)-------

Pukul………(……………………………)Waktu Indonesia ……………………………--------------

Menghadap kepada saya, …………, Sarjana Hukum,Magister ---------- 

Kenotariatan, Notaris di Kota/Kabupaten ......., dan berkantor  

di.........dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya,  -----

Notaris, kenal dan akan disebutkan pada bagian akta ini: ----- 

Judul Akta : ……………… 

 

       Nomor: ……………… 

 

Pada hari ini,…………………………………Tanggal…………………(………………………………)-----------

Pukul………(……………………………)Waktu Indonesia …………………………… --------------

Menghadap kepada saya, …………, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat ----

Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten/Kota ------- 

…………………………,tertanggal……………(………………………), ----------------------------

Nomor:000/KET.CUTI.MPD..../XX/000, diangkat sebagai Notaris -------

Pengganti dari, ……………………………… Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, 

Notaris di Kota/Kabupaten …………………, dan berkantor di ………………… dengan 

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan ----- 

disebutkan pada bagian akta ini: ---------------------------------  
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c. Contoh Awal/ Kepala Akta Notaris Pengganti (Menggantikan Notaris 

yang cuti 6-12 bulan) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Contoh awal/kepala Akta Notaris Pengganti ( Menggantikan Notaris 

Cuti lebih dari 12 bulan) : 

 

 

 

 

Judul Akta : ……………… 

 

       Nomor: ……………… 

 

Pada hari ini,…………………………………Tanggal…………………(………………………………)-----------

Pukul………(……………………………)Waktu Indonesia …………………………… --------------

Menghadap kepada saya, …………, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat ----

Keputusan Majelis Pengawas Wilyah Provinsi ………………………, -------------

Nomor:000/KET.CUTI.MPW..../XX/000 tertanggal……………(………………………), -----

diangkat sebagai Notaris Pengganti dari, ……………………………… Sarjana Hukum, 

Magister Kenotariatan, Notaris di Kota/Kabupaten …………………, dan -----

berkantor di ………………… dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, --

Notaris, kenal, dan akan disebutkan pada bagian akta ini: ---------  

Judul Akta : ……………… 

 

       Nomor: ……………… 

 

Pada hari ini,…………………………………Tanggal…………………(………………………………)-----------

Pukul………(……………………………)Waktu Indonesia …………………………… --------------

Menghadap kepada saya, …………, Sarjana Hukum, berdasarkan Surat ----

Keputusan Majelis Pengawas Pusat Nomor:000/KET.CUTI.MPP..../XX/000  

tertanggal……………(………………………), diangkat sebagai Notaris --------------

(Pengganti/Notaris Pengganti Khusus/Pejabat Sementara ------------- 

dari, ……………………………… Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di 

Kota/Kabupaten …………………, dan berkantor di ………………… dengan ------ 

dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan -----

disebutkan pada bagian akta ini: ----------------------------------  
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Contoh Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Pengganti : 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Beirdasarkan hasil peimbahasan diatas, maka dapat diambil beibeirapa 

keisimpuilan seibagai beirikuit : 

1. Berdasarkan pembahasan mengenai kedudukan dan kewenangan 

Notaris Penggganti ketika Notaris menjalani cuti, maka dapat 

disimpulkan bahwa kedudukan dan kewenangan Notaris Pengganti 

diatuir didalam pasal 33 ayat  (2) Uindang-Uindang Nomor 2 Tahuin 

2014 teintang Jabatan Notaris (UiUiJN) yang menjelaskan bahwa 

“Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 15, pasal 16, dan pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti, 

Notaris Pengganti Khusus,dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali 

Undang-Undang ini menentukan lain” yang artinya bahwa dalam 

masa jabatannya, Notaris Peingganti meimiliki kompetensi, 

keiweinangan dan tanggung jawab profesi  yang setara dengan Notaris 

dalam menjalankan masa jabatannya serta meimiliki keikuiatan huikuim 

peinuih teihadap akta yang dibuiatnya dan wajib meinjalankan tuigas 

seisuiai deingan prinsip keihati-hatian, indeipeindeinsi, seirta keiteintuian 

kodei eitik profeisi notaris. 

2. Berdasarkan permasalahan mengenai bentuk pertanggungjawaban 

Notaris Pengganti terhadap akta yag dibuat sebelum Notaris 
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menjalankan masa cuti  ditentukan pada saat waktui peinandatangan 

akta teirseibuit dan meinjadi keiweinangan peijabat yang meinjabat pada 

saat peinandatanganan akta teirseibuit. Apabila akta dibuiat dan 

ditandatangani seibeiluim masa cuiti Notaris, maka tangguing jawab 

seipeinuihnya beirada pada Notaris itui seindiri. Namuin apabila 

peinandatangan akta seiteilah Notaris meinjalankan cuiti, maka tangguing 

Jawab Akta teirseibuit ada pada Notaris Peingganti. Hal ini dipertegas 

pada pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) bahwa 

“Notaris,Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, dan Pejabat 

Sementara bertanggung jawab atas akta yang dibuat meskipun 

protokol Notaris diserahkan atau dipindahkan kepada pihak 

penyimpan protokol Notaris” artinya tanggung jawab seorang Notaris 

maupun Notaris Pengganti dalam membuat akta bersifat mutlak, 

walaupun masa jabatannya berakhir atau dalam masa cuti maka 

Notaris tersebut tetap memiliki tanggung jawab terhadap akta yang 

dibuatnya. Dengan demikian, bentuk tanggung jawab antara Notaris 

dan Notaris Pengganti ditentukan oleh tanggal dan saat penandatangan 

akta, karena pada saat itu merupakan titik terbuatnya akta otentik 

sebagai akta hukum yang mengikat. Oleih kareina itui Inteigritas dan 

keihati-hatian seiorang Notaris meinjadi faktor uitama dalam meinjaga 

keiabsahan akta. 

3. Secara umum Akta Otentik yang dibuat oleh Notaris Pengganti sama 

dengan dengan Notaris yang menunjuknya. Perbedaan yang ada di 
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dalam akta yang dibuat oleh Notaris dan Notaris Pengganti ada pada, 

bagian awal akta atau kepala akta yang berisi Nama lengkap dan 

tempat kedudukan Notaris, dimana dalam awal akta yang dibuat oleh 

Notaris Pengganti harus berisi keterangan mengenai Notaris Pengganti 

beserta dengan Surat Keputusan Cuti Notaris dari Majelis Pengawas 

yang berwenang yang isi nya bersamaan dengan pengangkatan Notaris 

Pengganti beserta dengan tanggal surat tersebut.  

B. Saran 

1. Sebaiknya dilakukan perubahan terhadap peraturan mengenai syarat 

pengangkatan notaris pengganti dengan menaikan standar kualifikasi 

seperti uji kompetensi khusus bagi calon notaris pengganti sebelum 

dilantik, mengingat bahwa dalam peraturan perundang-undangan 

seorang notaris pengganti dapat dilantik dengan pendidikan Sarjana 

Hukum, dan pengalaman kerja selama 2 tahun berturut-turut yang 

dirasa kurang. Dengan penyempurnaan tersebut, diharapkan terdapat 

keseimbangan antara tingginya beban tanggung jawab dengan 

kualifikasi yang dimiliki Notaris Pengganti, sehingga dapat 

mengurangi kesalahan dalam pembuatan akta dan meningkatkan 

kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap akta notaris. 

2. Sebaiknya ada aturan khusus secara spesifik untuk mengatur 

mengenai dasar hukum Notaris Pengganti dalam menjalankan 

jabatannya seperti aturan mengenai Surat Keputusan pengangkatan 

notaris pengganti. Mengingat notaris pengganti memiliki kewenangan 



103 
 

yang sama dengan notaris. Sehingga lebih jelas dalam pencantuman 

nomor dan tanggal penetapannya pada bagian kepala akta. 
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